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BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR ').] TAHUN 2024 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNJS PENGGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN ANGOARAN 2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan ketentuan 
Pasal 56 sampai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tal1un 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, maka 
perlu diatur ketentuan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, 
Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk :Jetiap 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bdanja 
Negara Tahun Anggaran 2024; 

b. ba.'lwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana. dimaksud 
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan 
Komering Ulu Timur tentang Petunju~ Teknis Penggunaan, 
Pelaksanaan, dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk sctiap 
Desa Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nom~r 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T'alllln 2003 
Nomcr 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4347); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

~~Sfl:fl3: R~pµblik Iµdon~sia T,1n1,1n 2014 Nomor 7, Twnb~an 
Lemb1l.!'ru1 Negara RepubUk tndol'\esla Nomor S493) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

.. 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (l.1!mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kcrja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856}; 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7 . Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentruig Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
140,Tambahan Lembaran NegarnRepublik Indonesia Nomor 
6896); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6321); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Tran sf er ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6883); 

11 . Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggru:an 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151); · 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tent~g 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Repubhk 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2~14 tent~g 
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2094·) sebagaimana telah diubah dengan 

M t . Dalam Negeri Hornor 2 Tahun 2018 tentang 
Peraturan en en . 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik I~dones1a 

Tahun 2018 Nomor 611); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201.5 tentang 
Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republilc 
Indonesia Tahttn 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diul>ah 
dengar.. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 120 1'ahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Talnw 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Serita 
Ner,ara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 t~ntang 
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 53); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1037); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Laporan Kepala Desa (Serita Nr.gara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1099); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Administrasi Pemerintahan Desa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 89); 

21. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 611); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang 
· Pengawasa n Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun f020 Nomor 1496); 

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggaldan 
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang P\!doman 
Kewenangan Serdasarkan Hak Asal Usul dan Ke-wcnangan Lokal 
Serskala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 158); 

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan 
Masyarakat (Serita Negara Republik Indonesia Tahu:.:1 2016 
Nomor 787); 

25. Peraturan Menteri Desa, Pcmbangunan Daerah Tertinp,galdan 
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 159); 



26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum 
Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara RP.publik 
Indonesia Tahun 20 l 9Nomor 1262) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569); 

27. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 
Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Dess (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 590); 

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas 
Penggunao.n Dana Desa (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 868); 

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); 

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 
tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah da.11 Dana 
Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi 
Pencegaha n Stunting Terintegrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indom:sia Tahun 2023 Nomorl051); 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 T~un 2023 
tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan 
Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor1052); 

33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerlntnh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedomlf Tata cai:a 
Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Neg~a . Rep·ubhk 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455); 

34. Peraturan Oaerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nom~r 

12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanJa 

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Angg~an 
2024 (Lernbaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

Tahun 2023 Nomor 12); 



Menetapkan 

35. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organiaasi, Tugaa dan 
Fungsi S(:rta Tata Kerja Dinas-Dinas Dacrah, Badan-Badan 
Dacrah, Kccamatan serta Kclurahan di Kabupnten Ogan 
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) scbagaimana tclah diubnh 
dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan K(-tujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 
2016 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Scrta Tata Kcrja Dinas-Dinas Dacrah, Badan-Badan 
Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupateri Ogan 
Komering Ulu Timur (Serita Daerah Kabupaten Ogan Komcring 
Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63); 

36. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 85 
Tah un 2019 ten tang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam 
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatun dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturun Desa 
tentang Perubahan Anggaran Pendapaten dan Belanja Dcsa 
Kepada Camat (Serita Daerah Kabupatcn Ogan Komcring Ulu 
Timur Tahun 2019 Nomor 85); 

37. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 70 Ta.hun 
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Def.a (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 
Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2022 Nomor 47); 

38. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 66 Tahun 
2023 tentang Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa, Pagu bagi 
Hasil Pajak dan Retribusi yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah, Pagu Aloka.si Bantuan Keuangan 
Bersifat Khusus serta Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2024 
(Lembar Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 

2023 Nomor 66); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN, 

PELAKSANAAN DAN FENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK 

SETIAP DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur. 



S. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya 

disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 

disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

7 . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Ogan Komering Ulu Timur. 

8 . Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupnten Ogan 
Komering Ulu Timur yang dipimpin oleh Camat Kabupafon Ogan 
Komering Ulu Timur. 

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dcnga.11 nama 
lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatu.an Republik 
Inrionesia. 

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dwi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Bde.nja 
Daerah Kabupaten dan . digunakan untuk membinyai 
penyelenggaral:Ul pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

13. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalarn Negeri. 

14 . Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
atau yang disebut dengan nama lain adal~ le~baga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat. dinilai denga.n ua.ng serta segala sesuatu berupa ua.ng dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan h_ak .dan . 
kewajiban desa. 

16, Penaclolo.~n Keuangan Desa adalah keseluruhan ke~ahn yang 
meliputi Perenca.naan, Pelaksanaan, Penatausaha~, Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. 
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dcsa, selanjutnya 

disingkat (RPJMDes) adalah Renca.na Kegiatan Pembangunan 

Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

I ' 

; , 



18. Rencai1a Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut (RKPDes) 
adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan ,rangka 
Menengah Desa (RPJMDeE-) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja D<:sa, selanjutnya disebut 
APBDes, adalah rencan_a keuangan tahunan pemerintahan Desa. 

20. Perat\.uan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

21. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan 
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. 

23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya 
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan masyarakat Desa. 

24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program 
dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada 
pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai denganDana Desa. 

25. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan 
perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan 
memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu 
produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa 
yang dike lola melalui kerja sama antar-Desa. 

26. Padat Karya Tonai adalah kegiatan pemberdayaan: masyarakat 
desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat 
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, 
tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan 
upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyat. · 

27. Bantuan Langsung Tonai Desa adalah kegiatan p~mberian 
bantuan Iangsung berupa dana tunai yang bersum.ber dari pana 
Desa kepada keluarga penerima manfa1t dan diputuskan melalui 
Musyawarah Desa sesuai dengan kiiteria yang ditetapkan d~am 

peratuan perundang-undangan. , • · 

28. Stunting adalali gangguan pertumbuhan dan perkembang~ an~ 
akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang d.1tandai 
dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar 

yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggar~an urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan. 
' . 



29. Ketahanan Pangan adalah kondisi tcrpcnuhinya pangan 
baginegara sampai dengan perscorangan, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupw1 mutunya, 
aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 
bertentangan dengan agama, keyakinan, dan buda.ya 
masyarakat,untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif 
secaraberkelanju tan. 

30. Sustainable Development Goals Oesa yang selanjutnya disebut 
(SDGs) Desa adllah upaya terpadu mewujudkan Dess. tanpa 
kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa 
peduli kesehatan, Oesa peduli lingkungan, Desa peduli 
pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa 
tanggnp budaya untuk perceps.tan pencapaian Tujuan 
Pembnngunan Berkelanjutan. 

31. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk kc Rekening Kas 
Desa (RKDI. 

32. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari Rekening Kas 
Desa (RKDI. 

33. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran yang menjadi hak desa dan tidaJ.: perlu 
dikembalikan oleh desa. 

34. Sumbcr Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang 
berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuM dari 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemedntah D:ierah, hibah 
dan sumbangan darl pihak ketiga serta pinjaman desa. 

35. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa. 

36. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kcseluruhan kegiatan. yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, µenatauBahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dEdl pengawasnn keuangan 

desa. 
37. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang men1pakan 

kewajiban desa dalam 1 (r.atu) Tahun Anggaran yang tidal< akan 
diterima kembali oleh desa. 

38. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada ~·ahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun 

Anggaran berikutnya. 
39. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan ~eaa, yang 

selanjutnya disingkat (PKPKD) adalah Kepala Des~ atau s_ebutan 
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. 

40
_ Pelaksana Pengelola Keuangan Oesa, yang selanjutnya dhlingkat 

(PPKD) adalah Perangkat Desa, yang melaksanakan penP,elolaan 
keuangan Oesa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 
41 Sekretaris Oesa atlalah perangkat desa yang berke~udukan 

. b , nt,ur pimpinan sekretariat desa yang menJalankan 
se agBJ u •• 
tugas sebagai koordinator PPKD. 



42. Kepnla umsnn, ynng selnnjutnyn discbut (KourJ odnlnh 
perungknt desn ynng berkcduduknn aebognl unsur stnf 

sekrctorint dcsn yong mcnjulnnkun tugns PPKO. 
43. Kep(lln sda1i 1 y(lng t1elonjutnyn dlseb11t Knai, ndnloh pernngkat 

dcsl\ yunl,': bcrkcdudukon scbngni pclnksnnn tcknfs yang 
menjoltmk m tugns PPKD. 

44. Pcmerintoh J>usnt, yang sclonjutnyn discbut Pemerintoh uduloh 
Preslden Republik lndonesin yang memegnng Kekunsnnn 

Pemcri1lloh Ncgnrn Rcpublik Indonesia :.ebagaiinann dlmaksud 

dnlnrn Unclang-Undong Dnsnr Negnrn Republik Indonesia. 

45. Anggamn Pendnpntnn dnn Belnnjn Negara, yang selonjutnya 
disingk1\l (APBN) ndnloh R<:ncann Keunngon Tnhunnn 
Pemerintoh Negnrn ynng disetltjui oleh Dewnn Perwaldlan 
Rakyat. 

46. Transrcr l<e Dncrnh odnluh bnRinn dun Oelnnjn Negnrn dnlnm 
rangka mcndnnni Pelnksnnnnn Desentrnllansl Fisknl berupn 
Dana Pcrimbangcm, Donu Otonomi Khusus, don Dann Trnnsfer 
Lainnya. 

47. Anggarnn Pendnpntnn dnn Belnnjo Dneroh, yang sclnnjutnyn 
disingkal (APBD) ndnlnh Rcncnnn Keunngun T~hunnn 
Pemerintohnn Dnernh yang dibohns don disetujul l>ersornn oleh 
Pemerintnh Dacrnh don Dewan Perwakilan Rakyat Dnerah, don 
ditetapknn dengnn Pernturnn Dnernh. 

48. Rekening Kas Umum Ncgnrn, yang selanjutnyn dlalny,knt RKUN, 
adaluh Rekening tempat Penylmpannn Uang Negnrn yang 
ditentukan oleh Menter! Kcunngnn selnku Bendoharn Umum 
Negarn untuk menompung seluruh penerimann Ne~;nrn dnn 
memb.iyar scluruh pengclunrnn Negara pndo Bank Scntrnl. 

49. Relcening l(ns Umum Dnernh, yang selnnjutnya ctlslngknt (RKUDJ 
adalah Rfkenlng tempnt Penyimpnnnn Vang Dnerah ynng 
ditentuknn oleh Bupcdi untuk mennmpung 8eluruh penerimaan 
daerah dnn membnynr seluruh pengelunrnn dneroh padn Bank 

yang ditctapka.n. 
SO. Rekening Kns Oesn, yang aelonjutnyn dislngknt (RKD) ndalah 

tempat menyimpnn uang Pemcrlntohan Deso yung menrimpung 
seluruh penerimann Desa dan dlgunnkan untuk membayar 
seluruh pengclunrnn Desn dalam 1 (sntu) rekcning pada Bnnk 
yang ditetopkan dengnn speslmen tanda tangnn Kepala Deso dan 

Kaur Keu11ni.;nn. 
51. Badan Usuha Milik Oesu, selonjutnya dlsebut (BUMDesa) adalah 

badan u s11hn yang scluruh atau sebaglan besar modalnya 
dimiliki oleh Orsa melalul penyertaan eecara langeung yans 
berasal dori keknyann Desa yong diplaahkan guna mengelola. 

aset, jasa pelayannn dan usnha lainnya untuk acbesar-besarnya 
kesejnhteraon Mnsynrllkat DeSR. 

52. Dana Cnda ngan ndalnh dann yong dlsislhkan guna. mendanal 
kegiatnn yang momcrlukan dono rclntif beaar yang ttdok daput 

dipcnuhi daJnm 1 (sntu) Tahun Anggnran. 
53. Surplus Anggnran Desa odolah selisih lebih antarn pendapatun 

dcsa dcmgnn bclanja desa. dapatan 
54. Oefiait Anggaran Dcea Rdalah eolleih kurang antara pen 

dcsa dcng,in bclanja dua. 



55. Sisa L,~bih Perhltungan Anggaran yang selanjutnya dlsebut 
(SILPA) adnlah selisih lebih reallaasi penerlmaan dan 
pengclunran onggnran sclama 1 (imtu) periode nnggeian. 

56. Dokumen Pelaksl\naan Anggaran yang selanjutnya diainglcat 
(DPA) ndnlah dokumen yang mcmuat rincian eetiap kegiatan 
nnggnrun yang disedlukan, dan rencana penarikan dana untuk 
kegiatan y,mg akan dilaksanaknn berdasarkan ker)utan yang 
telah ditrtapkan dalam APBDes. 

57, Dokumen Pclaksanann Perubahun Anggaran yang selanjutnya 
disingkat (DPPA) adalah dokumen yang memuat pentbahan 
rincian kcgiatan, anggaran yanr, dlsedlakan dan rnncana 
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilakaanakan' 
berdasarktm kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan 
APBDes dan/atau Perubahan Penjabaran APBDes. 

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat (OPAL) adalah dokumen yang memuat kegiatan, 
anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan 
yang anggarannya berasal dari SILPA Tahun Anggaran 
sebelumnya. 

59. Pengadaan B_arang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk rnemperoleh 
barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui 
swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. 

60. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat (TPK) adalah 
tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari 
unsur Pemerintah Desa dan unsur lernbaga kemasyarakatan 
desa untuk mela.ksanakan pengadaan barang/jasa. 

61. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya diuebut (RAK) 
Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus 
kas kelu11.r yang digunakan rnengatur Penarikan dana dari 
rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran 
berdasarlmn DPA yang telah disuhkan oleh kepala desa. 

62. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat (~PD) 
adalah Dolcumen yang memuat nnggaran dan rencana penankan 
drula dari Rekening Kas Desa untuk kegiatan setiap Tahap, per 
sumberclana berdasarkan Rencana Anggaran Kas Desa. 

63. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disi~gkat _(BPN) 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepst ata~ 
transaksi penerimaan negara dengan teraan Nomor Transakst 
Penerimann Negara (NTPN) berupa kombinasi huru~ dan. angka 

b 1 I digit dan Nomor Traneakst Bank 
sebanyak 16 (enam e as ' b ai · sarana 
(NT6) tlttl\\ NomQr Transaksi Pos {NTP) se ag 
admlnJstrasl lain yang keduduknnnya disamakan den~nn surat 

aetornn. selanjutnya disingkat (SPP) 
64. Surat Pcrmintaan Pembaya:an yang d 'ru kegiatan 

adalah clokumen pengaJuan untuk men an 

d an barang dan jasa. 
penga a . p fesional adala.h tenaga profesional yang 

65. Tenaga Pcndampmg ro . an menyelenggarakan urusan 
direkrut oleh kementenan y g b gunan daerah tertinggal 

d. bidang Des a pem an , 
pemerintahan 1 ' d mpingan di tingkat Desa, 
dan transmigrasi yang bertugas_ pe_n a 

kecamatan, kabupaten dan provms1. 



66. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri, adalah 
Menteri yang menyelenggru·akan Urusan Pemerintahan dibidang 

Keuangan Negara. 
67. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat (BKAD) 

adalah sebuah Lembaga yang dibentuk otas dasar Kesepakatan 
Antar Desa di dalarn satu wilayah Kecamatan. 

68. Aparat Pengawas Internal Pemerintahan yang selanjutnya 
disingkiitt (APIP) adalah lnspektorat daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur. 

BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP 
Pasal 2 

Memberikan acuan bagi Desa dalarn menyelenggarakan Kewenangan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai 
Dana Desa. 

Pasal 3 

Prioritas p~nggunaan Dana Desa didasarkan pada prin3ip-prinsip : 
a . Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh 

warga Desa tanpa membeda-bedakan; 
b. Kebut1Jhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Deso. 

yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan 
langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; 

c. Terfokus, dengan mengutamakan pilihan penggunaan Dana 
Desa pada 3 (tiga) sarnpai dengan 5 (lima) jenis kegfatan sesuai 
dengan kebutuhan sesuai prioritas Nasional, Provinsi, 
Kabupaten dan Desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan 
Dana Desa yang dibagi rata; 

d. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal 
usul dan kewenangan lokal berskala Desa; 

e. Partisipatif, dengan mengutarnakan prakarsa, kreativitas dan 
peran serta masyarakat Desa; 

f . Swakelola, dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana 
Desa; 

g. Berdikari, dengan mengutamakan pemanfaatan Dana Desa 
dengan mendayagunakan sumberdaya Desa untuk membiayai 
kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk 
masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara 
berkelanjutan di wilayah Desa dan/ atau kabupaten; 

h. Berbasis sumber daya Desa, dengan mengutamakan 
pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam 
yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang 

dibiayai Dana Desa; dan 
i. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan 

kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antr(!pologis, 
ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau 

perkembangan dan kemajuan Desa. 



BAB Ill 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

PEi.sal 4 

Rincian Dana DesP. untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timu1· Tnhun Anggaran 2024 yakni berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang PengalokasJan 
Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum 
dalam Lampirnn I yang merupakan bagian tidnk terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini, dengan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah 
sebesar Rp261.814.844.000,00 (dua ratus enam puluh satu milyar 
delrzpan ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu 
rupiah). 

BAB IV 
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA 

Paragraf 1 

Tahapan Persyaratan Penyaluran 
Pasal 5 

( 1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui 
RKUD. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana di:naksud padaayat (1) 

dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap 
kabupaten/kota dan penyaluran dana basil pemotongan Dana 
Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran 
dana basil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surut kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa dari bupati. 

(4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pacin ayat (1) 

terdiri atas : 
a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; 

dan/atau 
b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya. 

(5) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih 
antara pagu Dana Desa dc:ngan pagu Dana Ot!sa yang 
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) buruf b. 

(6) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dilakukan dalam 
2 (dua) tahRp, dengan ketentuan sebagai berikut : , 
a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 

Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sctiap Dcsa, 
dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran 

berjalan; dan 
b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dar1 pagu Dana 

Desa yang tidak ditentukan pengsunaannya setiap Deea, 
dilakuk?n paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan. 



(7) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan pcnggunaannya 
sebagaimana dimaksud pada nyat (1), untuk Desa berstatus 
Desa mandiri dilR.kukan dalarn 2 (dua) tahap, dengan keter..tuan 
sebagai bcrikut: 

a . tahap I, scbesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana 
Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, 
dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran 
berjalan; dan 

b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa y&.ng tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, 
dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan. 

(8) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan 
status Desa 1:erdasarkan indeks Desa membangun yang 
ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, 
dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh 
kementerian negara/lembaga terkait. 

Pasal 6 

(1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya 
sebagaimuna dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) 
dilaksanal::an setelah KPABUN PenyaJuran Dana Desa, lnsentif, 
Otonorni Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar. 

(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : 

(3) 

(4) 

a. tahap l berupa : 
1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b . tahap 11 berupa : 
1. laporan realisasi penyerapan dan c:apa.ian keluaran Dana 

Desa t ahun anggaran sebelumnya; dan 
2 . laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahap I menunjukkan rata-rata rea\isasi 
penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh 
persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling rendah sebesar 40% (empat puluh pcrsen) . . 

Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, bupati melakukan : 
a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya sebagaimana dima1:esud dalarn Pasal 5 ayat 

(4) huruf b; 
b . perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan 

penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan 

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak . ~alur ~an~ 
disertai dengan daftar rincian Desa, melalu1 Aphkas1 

OM-SPAN. 
Perekaman pagu Dana Oesa yang ditentukan penggunannnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku selnma 

1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran Dana Desa. 



(5) Selain persyarat.an penyaluran tahap II sebagaimana dim~sud 
pada ayat (2) buruf b bupati melakukan penandaan pengaJuan 

d . t · dengan daftar penyaluran atas Desa layak salur yang 1ser at 

rincian Desa melalui Aplikasi OM-SPAN. 
(6) Penerimaan dokumen persyaratar- penyaluran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksu~ 
pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran 

berjalan; dan 
b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai 

langkah-langkah akhir tahun. 
(7) Dalam hat tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, 
dokumen persyaratan penyalurnn sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan 

ayat (5) diterima paling larnbat pada hari kerja berikutnya. 
(8) Dalam hnl Bupati tidak melakukan perekaman pagu Dana Desa 

yang ditentukan penggunaannya seb3.gaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a , Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa 
Dana Desa di RKUN. 

(9) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huntf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib 
menyarnpaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian 
dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai 
dengan daftar RKD. 

(10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian 
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa. 

(11) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan 
daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar 
dalarn sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/ atau Bank 
Indonesia real timegross settlement sesuai dengan ketcntuan 
peraturan perundang-undangan. 

(12) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (11), bupati menyampaikan pembahan RKD kepada 
KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, 
dan Keistimewaan. 

( 13) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan berdasarkan ketentuan 
mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam 

liilit~m p~rb~nQM~aan Q,an anggaran ncgara. 
(14) Dokumen per&yaratan penyaluran Dana Desa sebagalmana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen 
digital (softcopy). 

(15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi 
OM-SPAN. 



(16) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagnimunu dimaksud pada ayat (1), bupati melalui Camat 
menerimn dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa 
secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a anglca 1 dan huruf b. 

( 1 7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen 
persyaratu.n penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (16) . 

Pasal 7 
( 1) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sel>agaimana 

dimakst,d pada dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b merupakan 
anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk : 
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindunga..1 sosial 

dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT 
Desa; 

b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/a.tau 
c. program pencegahan dan penurunan stunting. 

(2) Penyaluran Dana Desa yang dit~ntukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) 
tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tahnp I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana 

Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, 
dilakukan paling lambat bulan Juni; 

b . tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana 
Desa yang ditentukan peuggunaannya setiap Desa, 
dilakukan paling cepat bulan April 

(3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 
Kuasa. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 
PenyaJurnn Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan 
Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari 
bupati se<:ara lengkap dan benar. 

(4) Dokumen persy:1ratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tahap I berupa: 
1. peraturan Desa mengen1u APBDes; 
2. st1rat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 

3 . pcraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 
mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT 
Dtsa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; 

b. tahap II berupa : 
1. Ioporan realisasi penyernpan dan c'1pa.ian keluar11.n Dana 

Dtsa tahun anggaran sebelumnya; dan 

2. taporan realisasi penyerapen dan capaian keluarun ~an~ 
Dt~sa tahap I menunjukkan rata-rata reahsas1 

pcnyerapan paling rendah sebesar 60% (enam . puluh 

persen) dan rata-rata capaian keluaran menunJukkan 

p11.ling rendah sebesar 40% (empat puluh persen) . 

(5) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN. 



(6) Selain persyarntnn penyaluran tahap I sebagaimELna dimaksud 
pndn Rynl (4) huruf n, bupati melakukan : 
a. perekamon pagu Dana Desa yang ditentukan 

penggunnunnya sebagaimarta dimaksud dalam ayat (1) 
tcrmasuk pcrekan1an jumlah keluarga penerima manfaat 
BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Dcsa; 

b. perekamnn anggaran dan realisasi Dana Desa yang 
di ,entukan penggunaannya tuhun anggaran 2023; dan 

c. penandaan pengajuan penyaluran atas Deaa layak 
snlur yang disertai dengan daftar rincian Desa, 
melnlui Aplikasi OM-SPAN. 

(7) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b 
mcliputi : 

a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana 
Desa un tuk stunting tahun anggaran 2023 datam hat Desa 
menganggarkan program pencegahan dan penurunan 
stunting tahun anggaran 2023; dan 

b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat 
bulan kesatu sarnpai dengan bulan kedua belas dalam hat 
Desa rnenganggarkan BLT Desa tahun anggaran 2023. 

(8) Dalarn hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk 
BLT Deso tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Desa 
melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima 
manfa11t bulan kesatu sampai clengan bulan yang telah 
disalurkan. 

(9) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) huruf b, bupati melakukan : 
a. perekr,man realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT 

Desa tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau t.riwulan 
yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat 
dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran 
2024;dan 

b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur 
yang c:lisertai dengan daftar rincian Desa, melatui Aplikasi 
OM-SPAN. 

(10) Penerirnium dokumen persyaratan penyaluran. sebagaimana 
dimaksucl pada aya t (4) dan perekaman dan penandaan 
sebagaimnna dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
a . tahap l paling lambat tanggal 15 Juni 2024; 

b, bAtH w11ktu untuk tahap 11 mengikuti ketentuan mengcnai 
langkah-langkah akhir tahun. 

( 11) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa 
pemindahbukuan Dana Desa sebage.imana dimakaud pada ayat 
(4) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, . dan wajib 
menyt1mpaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyarnpaian 
dokumen persyaratan penyaluran tah.ap I pertama kali discrtai 
dengan daftar RKD. 



(12) Penyampaian dokumen persyaratAn penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada a:,at (4) disampaikan dengan surat 
pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan 
organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi 
perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemberdaya.an masyarakat Desa. 

(13) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) ditetapkan oleh bupati. 

(14) Dokumen pers~raratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) serta surat pengantar sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 12) disampaikan dalam bentuk dokumen 
digital (softcopy). 

(15) Penyalurnn Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disalurkan 
bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak 
ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi 
dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6). 

(16) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), bupati melalui Camat 
menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepaia Desa 
secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 
huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b. 

(17) Selain penya:npaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimar.a dimaksud pada ayat (16), kepala Desa 
menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting 
tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui apH"i<asi 
yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarnkan 
urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah 
tertinggal, dun transmigrasi kepada bupati melalui Carnat. 

(18) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen 
persyaratan penyaluran Dana Desa scbagairnana dimakoud 
pada ayat (16) dan ayat (17). 

Pasal 8 

(1) Sebagian Dana Desa yang dihitung pada tahun Anggaran 
berjalan dialokasikan sebagai insentif Desa berdasarkan kriteria 

tertentu. 
(2) Kriteria tertentu untuk insentif Oesa 8Cbagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berupa: 

a. kriteria utama; dan 

b. kriteria kinerja. . 
(3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

merupakan indikator tata kelola keuangan Desa yang efektif, 

efisien, dan bebas dari korupsi. . 
(4) Desa yang. tidak memenuhi kriteria ~tama . sebar,aimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan mstntif Desa. 



(5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
meliputi kinerja keuangan, tingkat kepatuhan terhadap aturan 
pengelolaan keuangan Desa, penganggaran Dana i)esa yang 

ditentukan penggunaannya untuk prioritas nasional, dan/atau 

penghargaan yang diperoleh oleh Desa dari kementerian 
negara/lembaga. 

(6) Insentif Desa dibagikan kepada Desa yang memiliki kinerja . 
terbaik b1:.rdasarkan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5). 

(7) Data kriteria utama dan kriteria kinerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (5) merupakan data yang diterbitkan atau 
diperoleh pada tahun anggaran berjalan. 

(8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersumber dari 
kementerian negara/lembaga yang bcrwenang dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

(9) Dalam rangka penghitungan insentif Desa, Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan menyampaikan permintaan data 
kriteria utama dan kriteria kinerja tahun berjalan kepada 
kemcnterian ncgara/lembaga dan/atau Pemcrintah Daerah. 

(10) Data kriteria utan\a dan kriteria kinerja scbagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (5) yang digunakan dalam pcnghitungan 
inscntif Dcsa merupakan data yang telah diterima oleh 
Direktorat Jendcral Pcrimbangan Kcuangan paling lwnbat 
tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan. 

(11) Dalarn ha! tanggal 31 Juli bertcpatan dengan harl libur atau 
hari yang diliburkan, data sebagaimana dimaksud puda 
ayat (10) paling lambat diterima pada hari kerja berikutnya. 

(12) lnsentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan 
setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi 
Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratar. 
penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar bempa surat 
pemyataan kepala Desa terkait komitmen pcnganggaran insentif 
Dcsa dalam APBDes. 

(13) Penyaluran insentif Dcsa sebagaimana dimaksud padaayat (12) 
dilakukan sccara sekaligus paling ccpat bulan Agui\tus tahun 
anggaran berjalan. 

(14) Selain persyaratan penyaluran insentif De3a sebagaimana 
dimaksud pada ayat (12) bupati melakukan penar,daan 
pengajuan penyaluran insentif Desa atas Desa layak salur 
kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi 
Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN yang 
disertai dcngan daftar rincian Desa. 

( 15) Batas waktu penerimaan do~mcn persyaratan pcnyaluran 
insentif Desa sebagaimana dimaksud pado. ayat (12) mcngikuti 
ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun. 



Pasal 9 

(1) Dokumen persyaratan penyaluran sc:bagaimMa dimaksud 
dalam Pasul 6 ayal (2), Pasal 7 ayat (4), dan Pasal 8 eyat (12) 
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani 
paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat paerah yang 
menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau 
pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemberdayaan masyarakat De:ia. 

(2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebar,aimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati. 

Pasal 10 
Bupati bertanggungjawab atas : 
a. kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Dess sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 6 sampai dengan Pasal 8; 
b. kebenaran data perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan 

pcnggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
huruf a; dan 

c. kebenaran atas surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 2 serta surnt pengantar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). 

Pasal 11 

(1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan: 
a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak 

ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2); 

b . dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang 
ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (4); dan 

c. dokumen pernyaratan penyaluran insentif Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (13), 

sampai denga.n batas akhir penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa, maka Dana Desa tidak disalurkan dan 

menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 
(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggar~ 

berikutnya. 

Paragraf2 

Persyaratan Pencairan Dana Desa 
Pasal 12 

(l) Kepaltl Desa mengajukan dokumen permohonan p~ncair~ 
Dana Desa untuk anggaran Lanjutan (OPAL) atau Tahap I 

kepada Bupati Cq. Camat (lengkap, benar dan sah):berdasarkan 
Ceklist Kelengkapan Dokumen dari desa baik Doku~n Hard 
Copy maupun Dokumen Digital (PDF), dan ditindaklanjuti dengan 
C kli t Kelengkapan Dokumen dari Kecamatan (tengkap, benar 

e 5 , ailcan arsip dokumen 
dan sah) selanjutnya Camat menyamp 

' cairan dari Kepala Oesa beserta Dokumen 
pe~ohonan pen kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 
ceklist Kecamatan 



dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kcpala Dinas Pemberdayaan 
Masyaraknt dan Desa dalam bentuk Dokumen Digital (PDF) <lan 
beberapa Dokumen Hard Copy,diantaranya: 

l. Surat Pengantar dari Kepala Desa. (Dokumen) 

2 . Pcraturan Desa mengenai APBDes yang sudah disahkan 
Kepala Desa dengan lampiran: 

a. Lampiran 1.a - Perdes APBDes; 
b. Lnmpiran 1.b - Perdes APBDes; 

c. RAB 1 - Rincian Anggaran Pendapatan; 
d . RAB 2 - Rincian Anggaran Belanja; 

e. RAB 3 - Rincian Anggaran Pembiayaan; 
f . Ringkasan APBDes l 1b per sumber dana (PAD, ADD, 

DDS, PBH, PBK, PBP,,SWD, DLL); dan 
g. Lampiran Berita Acar'\ Hasil Musyawarah BPD. 

3. Peraturan Kepala Desa mengenai Penjabaran APBDes yang 
sudah disahkan dari Kepala Desa. dengan lampiran : 
1. Lumpiran 1.c - Penjabaran APBDes. 

4. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDes) berserta lampiran Serita Acara Hasil Musyawarah 
Penetapan RKPDes; 

5. Peraturan Desa mengenai Kewenangan berdasarkan hak 
asal u sul dan kewenangan lokal berskala Desa; 

6. Peraturan Desa mengenai penycrtaan modal, (jika tersedia) 
berserta lampiran usulan pcnyertaan modal dari Bumdes; 

7. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK), Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA) , Rencann Kegiatan Desa (DPA), dan 
Kegia tan Lanjutan (DPAL) (jika ada); 

8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati tentang Penga ngkatan 
Kepala Desa; 

9. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang PKPKD dan 
PPKD ; 

10. Fotolwpi Surat Keputusan Kepala Desa tentang TPK (Tim 

Pelaksana Kegiatan); 

11. Fotokopi Surat Pengangkatan Kaur Keuangan dari Kepala 

De.sa; 
12. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan 

Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes); 

13. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Kaur Keuangan; 

14. Fotokopi Buku Nomor Rekening Desa; 

15. Fotokopi NPWP Desa; 
16. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga 

penc:rima manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dr:aa atau 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdRpat 
ke Iuarga peheritna manfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) 
Oega yang diketahui Camat, beserta l~piran d~tar 

penetima. BLT (Bantuan Langsung Tunw) ?esa/tidak 
terdapat penerima BLT (Bantuan. Lnngsung Tunai) Desa dan 

dokumen pendukung lainnya, berupa : . . . 
a. Hasil Berita Acara Musdessus/Musyawarah ms1dent1l 

da ftar pene,nma BLT (Bantuan Langsung Tun~) 
Desa/tid,ak t~rdapat penerima BLT (Bantuan Langsu g 



Tonai) Desa; dan 

b . Surat Permohonan Pengesahan/mengctahui Peraturan 
Kcpala Desa mengenai penetapan keluarga penerima 
mnnfaat BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa atau 
Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak 
tP.rdapat keluarga penerima manfaat BLT (Bantuan 
Langsunr, Tonai) Desa kc Camat, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran JI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

17. Lembur Evaluasi APBDes yang sudah disetujui Bupati 
melalui camat atau sebutan lain guna pengajuan Rancangan 
Perdes tentang APBDes atau Rancangan Perdfs tentang 
Peruba han APB Des sebelum APBDes Disahkan, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; 

18. Lcmbar Evaluasi Komposisi Belanja APBDes yang telah di 
tandat11ngani olch Tim Evaluasi APBDes, sebagaimana 
tercan tum dalam Lampi ran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisa hkan dari Peraturan Bupati ini; 

19. Pcrmohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa 
(Dokumen), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yeng 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; 

20. Lapora n Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap Akhir 
tahun scbelumnya/tahap sebelumnya mdalui Aplikasi 
Sistem Keuangan Desa, (Laporan Realisasi APBDes 
Per Sumbcrdana l .b); 

21 . Laporan Output Dana Desa Sampai dengan Tahnp Akhir 
tahun sebelumnya/tahap sebelumnya melalui Aplikasi 
OM-SPAN yang ditandatangani kepala desa dau dicap bal!ah 
(Laporan Oaftar Paket Kegiatan Dana Desa dan Renlioasi 

Penyerapan); 
22. Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa 

yang sudah disahkan untuk tahun berjrua.n, denr,an 

lampiran : 
a . Ringkasan APBDes Dana Desa Talmn berjalan melalui 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa. (Ringlcasan APBDes 1.a 

dan l.b per sumberdana); dan 
b . Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Dana Desa 

tahun berjalan melalui Aplikasi Sistem Keuangan 
Desadengan dilampirkan Perhitungan RAB fi1ik (TOS) 
beserta R!IB Gambar.(RAB 2 - Kegiatan per sumberdana) . 

23. Rencana Penggunaan Dana (RPO) oesuai dengan Kode 
Rekening Kegiatan dan Belanja pada Siskeudes untuk 

LanJ·utan atau tahap I, sebagaimana tercantum 
Anggaran . 'dak 

L · VI yang merupakan bag,.a.Tl ti dalam ampiran 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 



24. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang 

Penggunaan Dana Desa tahap Akhir tahun sebelumnya, 

bermaterai Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak t:erpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

25. Surat Pernyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak 
Penggunaan Dana Desa yang diterima, bermaterai 

Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 
terpisa.hkan dari Peraturan Bupati ini; 

26. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/ Pos Peroepsi atas t:ransaksi penerimaan negara 
dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap Tahun lalu/tahap 
sebelumnya (Wajib); 

27. Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahun lalu/tahap 
sebelumya yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada); 

28. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa Tahap 
akhir tahun sebelumnya yang disampaikan kepada Camat 
melalui Kasi PMD Kecamatan (arsip wajib); 

29. Lembar Vt:rifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Desa untuk 
Permohonan Pencairan. (lengkap, benar dan sah), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a. · yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; 

30. Surat Pengantar dari Camat; (Dokumen) 

31. Sura t Permohonan Pencairan desa dari Carnat; (Do/rumen) 

32. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari 
Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang di verifikasi 
Tim Verifikasi Kecamatan (lengkap, benar dan sah), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.b yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini; 

Pasal 13 

( 1) Kepala Desa mengajukan dokumen permohonan pencairan 
Dana Desa Tahap I atau Tahap II kepada Bupati Cq. Camat 
(lengkap, benar dan sah) berdasarkan Ceklist Kelengkapan 
Dokumen dari desa baik Dokumen Hard Copy maupun Dokumen 

Digital (PDF), dan ditindaklanjuti dengan Ceklist Kelengkapan 
Dokumen dari Kecamatan (lengkap, benar dan sah), selanjutnya 

Camat menyampaikan arsip dokumen permohonan pencairan 

dari Kepa la Desa beserta Dokumen Ceklist Kecamatan kepada 

Kepala BELdan. Pengelolaan Keuangar. dan Aset Daerah (BPKAD) 

melalui l(epala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

dalam bentuk Dokumen Digita.l (PDF) dan beberapa Dokumen 

Hard Copy,diantaranya: 
1. Surat Pengantar dari Kepala Desa;(Dokumen) 
2. · Permohonan Pencairan Dana Desa (DDS) dari Kepala Desa 

(Dokumen), sebagai~ana tercautum dalam Lampiran V yan~ 
me~pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatl 

ini; 



3. Laporun Realisasi Penggunann Dena Desa untuk Anggaran 
Lanjutan (OPAL) atau tahnp I tahun anggaran berjalan 
melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa, (Laporan Reallsasi 
APBDes Per Sumberdana 1.b); 

4. Lnporan Output Dana Oesa s .d Tahap sebelumnyu melalui 
Aplikasi OM-SPAN yang ditandatangani kepala desa dan 
dicap basah (Laporan Daftar Paket Kegiatan Dnna Desa dan 
Realisusi renyerapan); 

5 . Rencnna Penggunaan Dana (RPO) sesuai Kode Rekening 
Kegiatan dan Belanja Pada Slskeudes tahap J atau Tahap JI, 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini; 

6. Surat Pemyataan Tanggung jawab Kepala Desa tentang 
Penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya tahun berjalan, 
bermaterai Rpl0.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

7. Surat Pemyataan Fakta Integritas Tanggung jawab Mutlak 
Penggunaan Dana Desa diterima, be1materai Rpl0.000,00 
(sepuluh ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini; 

8. Fotokopi bukti bayar pajak kegiatan yang diterbitkan oleh 
Bank/ Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara 
dengan teraan NTPN dan NTB/NTP tahap sebelumnya. 
(wajib); 

9. Fotokopi Bukti Setor Balik Sisa dana tahap sebelumnya 
tahun berjalan yang diterbitkan oleh bank (wajib jika ada). 

10. Fotokopi Dokumen pertanggungjawaban (SPJ) desa tahap 
sebelumnya yang disampaikan kepada Camat melalui Kasi 
PMD kecamatan (arsip wajib); 

11. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas dari Oesa untuk 
Permohonan Pencairan (lengkap, bena.r dan sah), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.a yang 
merupakan bagian t idak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 
12. Surat Pengantar dari Camat; (Dokumen) 
13. Surat Permohonan Pencairan desa dari Camat; (Dokumen} 

14. Lembar Verifikasi dan Kelengkapan Berkas Desa dari 
Kecamatan untuk Permohonan Pencairan yang diverifikasi 

Tim VerifikttBi Ke~amatan Ucngkap, bcnar dan aah), 
sebagnfmana tercantum cialam Lamplran IX.b yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 



1' 'i 

Pasal 14 

(1) Camat melalui Kasi Pcmbcrdayaan Masyarakat dan Desa 

Ket.amatan di bantu staf Kasi PMD Kecamatan (dalam hal ini 

Operator/Satgas Siskeudes Kccamatan), mcngadakan penelitian 

berkas kelengkapan dokumen permohonan sebagai beri!rut : 

a. Memeriksa secara rinci lampiran dokumen perrnohonan 
Penyaluran atau Permohonan pencairan dari desa; 

b. Dalam hnl dokumen permohonan penyaluran atau 
pencairan tidak memenuhi syarat, Camat mclalni Kasi 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan, 
memerintahkan penerima Dana Desa untuk melengkapi 
dan/atau memperbaiki dokumen permohonan penyaluran 
maupun dokumen pencairan dimaksud; dan 

c. Setelah dokumen permohonan pencairan diteliti dan 
dinynta.kan memenuhi syarat lengkap, benar dan sah pada 
dokumen Ceklist Kelengkapan berkas Pencairan dari Desa 
dan Ceklist Kecamatan, selanjutnya Camat menyampaikan 
Surat Permohonan Pencairan dari Camat untuk desa 
tersebut yang masuk dalarn arsip dokumen permohonan 
Pencairan dari Desa, ditujukan kepada Kepala Badan 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat clan Desa untuk meminta Surat 
Pemohonan Persetujuan Pencairan Dana Desa bagi desa, 
guna disampaikan kepada Bank Sumsel Babel sebagai 
pengantar dengan melampirkan Surat Pemohonan Pencairan 
dari Kepala Desa dan Surat Permohonan Pencairan dari 
Camat. 

(2) Penarikan/pencairan uang tunai di Bank, Kaur Keu~gan harus 
mengajukan giro per-kegiatan berdasarkan Rencana 
Penggunaan Dana (RPD) persumber dana yang diajukan sesuai 
dengan alat pembayaran yang sah, (1 Giro untuk 1 Kegiatan 
per-sumber dana), sesuai Kebutuhan per kegiatan. 

(3) Penerima Dana Desa bertanggung jawab pcnuh baik formal 
maupun material atas penggunaan dana yang diterimanya, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(1) 

(2) 

BABV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 15 

Dana Desa digunakan untuk membiayai : 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dcsa; 

b . Bidang PclakE-anaan Pembangu~an Deea; 
c.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Oesa; 

d. Bidang Petrtbetdaynan Masyarakat Dcsa; dan 
c.Bidang Penanggulangan Bcncane., Kcadaan Darus:at dan 

Mendesak Desa. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegi.atan 

sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam 
RKP Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X. ~~g 
merupaka.n bagian tidal< terpisahkan dari Peraturan Bupati 1m. 

• I • 



(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e 
dibagi dalrun sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk 
penanggulangan bencana, kead11an darurat dan mendesak yang 
tcrjadi di Dcsa. 

Pasal 16 
(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf a dibagi dalam Sub Bidnng: 
a. P<:nyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tl.lnjt1ngan dan 

operasional pemerintahan dcsa; 

b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa; 
c. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, 

statistik, dan kearsipan; 
d . Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, 

keuangan dan pelaporan; dan 
e. Perlanahan. 

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(1) huruf b dibagi dalam Sub Bidang: 
a. Pendidikan; 
b. Ke~ehatan; 
c. Pekerjaan umum dan penatann ruang; 
d. Kawasan permukiman; 
e. Kehulanan dan lingkungan hidup; 
f. Perhubungan, komunikasi dan informatika; 
g. Energi dan sumber daya mineral; dan 
h. Pariwisata. 

(3) Klasifikco.si belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 15 ayat 
(1) huruf c dibagi dalam sub bidang : . . 

(4) 

(5) 

a . Ketentraman, ketertiban umum, dan pcrlinclungan 
masya rakat; 

b. Kebudayaan dan keagamaan; 
c. Kepemudaan dan olahraga; dan 
d. Kelembagaan masyarakat. 
Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(1) huruf d dibagi dalam sub bidang : 
a. Kelau tan dan perikanan; 
b. Pertanian dan pertemakan; 
c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa; 
d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan 

keluarga; 
e. Koperasi, usaha mikr() kecil dan menengah (UMKM); 

r. Oukungan penanaman modal; dan 

g. Perdagangan dan perindustrian. 
Klasifikaui belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) huruf e dibagi dalam sub bidang: 

a. Penanggulangan bencana; 

b . Keadaan darurat; dan 

c. Keadnan mendesak. 



Pasal 17 

(1) Pcmerintnh Desa menganggarkan dan melakr,anakan kegiatan 

prioritas yang bcrsumbcr dari Dana Dcsa terdiri atas : 
a. Dann Desa yang dltentukan penggunaannya; d1m/atau 

b. Dann Desa yang tidal< ditcntukan penggunaannya, 

(2) Dana Dcsn yang ditentukan penggunaannya sebagaimana 
dimaksud patla ayat (1) huruf a digunakan untuk: 

a. progrnm pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosiaJ 
dan penanganan kemiskinnn ekstrem dalam bentuk BLT 
Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari 
anggaran Dana Desa; 

b. progrnm ketahnnan pangan dan hewani paling sedikit 20% 
(dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau 

c. program pencegahan dan pbnurunan stunting skala Oesa. 
(3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai 
program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan 
karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan 
usaha milik Desa. 

(4) Dana Desa rlapat digunalcan untuk dana operasional 
Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana 
Desa setiap Desa. 

(5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa 
yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerint.ah Desa 
menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana 
dimaksucl pada ayat (2) dan/atau ayat (3). 

(6) Bcsaran dana desa yang digunakan untuk mc:ndanai kegiatan 
prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Fokus p,:nggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya 
untuk mendukung : 
a. penanganan kemiskinan ekstrem; 
b. program ketahanan pangan dan hewani; 
c. program pencegahan dan penurunan stunting skaJa Desa; 

dan/atau 
d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan 

permodalan BUMDesa/BUM Oesu bersama, serta p~·ogram 
pengembangan Desa se~uai potensi dan karakteristik desa. 

(8) Fokus penggunaan Dana Oesa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa 

tahun 2024. 
(9) Dana Oeu11 dapat dlauna~;an·untuk dana op~r••lo~~ p•m•fll\tah 

(10) 

( 1 1) 

I Desa . 
Dana Oesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuni dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dr-a r • s·:-- d~· -,-· -·:i •· =1.k:-- 'u·ntuk membiayai kegiatan yang I os. _, ., . _. 

••c1~1, , ... ,' ·"' : · · ··irit, ;,. penggumrnn Dana Desa 
\.-4, A. 0 -~ . ''-,J 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setelah mendapat 

persetujuan Bupati melalui Camat. 



(12) Dann Oesn yl\ng dilnksnnnkn_n sebngnimnnn oynt (7) don 111) 

hnrus bcrdnsnrknn Musynwnrnh Rencnnn Pembnngunnn Desa 
(Musrcnbnngdes). 

(13) Musrenb1mgdes dindnknn \mtuk mcmbahu dan mcnyepakati 
rnncnngan RKP Dcsn/pcrubnhan RKP Desa dnn diikuti oleh 
Pemerlntuh Kecamatnn , Pemerintah DesA, Badan 
Permusynwaratan Deso. (BPD) s<:rtn nnsur masyarakat. 

(14) Rancangan Pernturnn Desn mi.!ngenai APB Deso. disampnikan 
Kepa\a Dcsn kcpndn Bupnti mel 1lui Carnal paling lambat 3 (tigR) 
hari sejak disepakati untuk dievaluasi, dilengkapi dengan 
dokumen paling sedikit : 
a . Surnt pcngantar; 

b . Rancm1gan pernturnn kep11la desn mengenai penjabnran 
APB [)esa; 

c. Peraturan desa mengenai RKP Desa ; 
d. Peraturan desa mengenai kewenangan bcrdasarkan hnk asal 

usul dan kewenangan lokal tierskala desa; 
e. Peraturan desa. mengenai pembentukan dana cadangan 

Uika tersedia); 
f. Peraturan dcsa mengenai penyertnan modal Uika tcrsedia); 

dan 
g. Beritn acara hasil musyawarnh BPD. 

(15) Persetujuan Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) cliberikan pada snat Evaluasi Rancangan Peraturan 
Deija mcngenai APBDes dan Evaluasi Komposisi Belanja 
APBDes 

(16) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan 
Evaluasi Komposisi Belanja APBDes, terdiri dari : 

ll 7) 

(18) 

a. Ketua Tim Evaluasi : Camat 
b. Anggota 1. Kasi PMD Kccamatnn. 

1. Star Kasi PMD Kecamatan 
(1 orang). (dalam hat ini 
Operator/ Satgas Siskeudes 
Kecamatan). 

c. Rancangan Peraturan Dcsa tentang APBDes yang telah 
dievaluasi oleh tim Evaluasi ditetapkan olt h Kepala Oesa 
menjadi Peraturan Oesa tentang APBDes paling lambat 
tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. 

d. Kepala Oesn menyampaikan Peraturan Dcsa tentang 
APBDes dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran 
APBDes kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 

(tujuh) hari kcrja sctelah ditetapkan. 
Daftar Parameter Rekening APBDea, aebagaimana tereantum 
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. . 
Calon keluarga penerima mEU1faat BLT Desa scbaga1mana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga 
miskin yang berdomisi\idi Desa bersangkutan berdasarkan data 

yang ditetapkan o\eh Pemerintah. 

' ' ' ' 



·. · ·. 

( 19) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud 

(20) 

(21) 

(22) 

(23) 

(24) 

(25) 

(26) 

(27) 

pada ayat (18) menggunakan kcluarga desil 1 (satn) data 
pensasara.n percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Dalam hnl Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang 
terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) scbagaimana dimaksud 
pada ayat (19), Desa dapat menetapkan calon keluarga 
penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam 
keluarga dcsil 2 (dua) sampai dengan desil 4 {empat) data 
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20), Desa dupat 
menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa 
berdasarkan kriteria sebagai berikut : 
a. kehilangan mata pencaharian; 

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 
menahun/Monis dan/atau difabel; 

c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; 
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut 

usia; dan/ atau 

e. . perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. 
Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana 
dimaksud pada ayat (19), Pemerintah Daerah dapat 
menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi 
Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, 
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan. 

Bupati menyampaikan data pensasaran percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa dan data 
kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (22) 

kepada kepala Desa di wilayahnya. 
Oalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam 
desil l (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran 
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat 
menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di 
luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data 
pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan e~strem. 
Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan 
kemiskina n ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan 

ayat (20) tidak tersedia, Desa dapat men~akan d~ta 

k · kinan ekstrem Iainnya ynng bersumber dan .k~mentenan em1s , . 
negara/lembaga/Pemerintah Daerah. . . · · 
Dalam ha.l data keluarga miskin sebagaunana dim~su~ pada 

t (lg) dan ayat (20) dianggap sudah mampu, Desa dapat 

:;;ngeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga 

penerima :11anfaat BLT Desa. 
Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada 

at (18) :,ampai dengan ayat (261 ditetapkan dengan peratur~ 
ay D tau keputusan kepala Oesa berdasarkan has1l 
kepala csa a 
musyawarah Oesa. 

' . 
i • 



(28) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa bElgaimana 

dimaksud pada ayat (27) minimnl memuat : 

(29) 

(30) 

(31) 

a. nama dan alamat kcluarga penerima manfuat; 

b . rincian k.!luarga pcncrima manfaat bcrdasarkan jcmis 
kelompok pekerjaan; dan 

c. jumlah keluarga pcncrima manfaat. 
I 

BesRran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga 
ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai 
dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. 
Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat 
dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat 
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus. 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pcmbayaran BLT 
Desa kepada keluarga penerima manfaat yang tclah mencrima 
pembayarnn BL'r Desa untuk setiap bulan kepada bupati 
melalui Camat. 

(32) Bupati melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa 
kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (31) pada Aplikasi OM-SPAN. 

(33) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT Desa lebih besar dari 
kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa 
menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan 
penggunaannya. 

(34) 

(35) 

(36) 

(37) 

(38) 

Pembayarnn atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan 
Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana 
dimaksud pacla ayat (33) tidak meh!bihi batas mnksimal 25% 

(dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a . 
Dalam hul terdapat penurunan dnn/atau penambahan jumlah 
keluarga penerima manfaat BLT Desa dengan kriteria 
sebagairmma dimaksud pada ayat (19), ayat (20),dan ayat (21), 
penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam 
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa 

berdasarkan hasil musyawarahDesa. 
Kepala Dcsa melakukan pembayaran BLT Desa ~esuai dengan 
peruhahan daftar jumlah keluarga pcnenma manfaat 

sebagaimnna dimaksud pada aye1t (35). 
Dana Desa yang ditentukan penggunaannya unt':1k BLT Desa 
ang tidak dibayarkan kepada kcluarga pcncnma manfaat 

Y kibat perubahan daftar jumlah keluarga pcncrima manfaat BLT 

~esa sebagaimana· ~imaksudpada ayat (35): dapa~ _digu~akan 

untuk m!!ndanai kegiatan. prioritaa Desa lamnya ~ebagaJ.D;lana 

d
. aksud pada ayat (2) hurur b dan huruf c serta ay~t (3}. . 
1m ggunaan atas 

K ala Desa menyampaikan laporan pen 
P:;danaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (37) 

kepada bupati melalui Camat. 

. '• 



(39) Dalam hal perekarnan realisasi jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (32) 

berbeda dengan perekaman awal jumlah keluarga penerima 
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(6) huruf a, bupati memberikan penjelasan perbedaan dimaksud 
pada Aplikasi OM-SPAN. 

(40) Bupati mengunggah dokumen perubahan peraturan kepala 
Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (35) pada Aplikasi OM-SPAN. 

(41) Dalam hal kabupaten merupakan daerah yang berada pada 
kategori rentan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan 
pangan, Desa diarahkan untuk menganggarkan program 
ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. 

(42) Peta ketahanan dan kerentanan pangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (41) dapat menggunakan hasil penilaian yang 
ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga yang berwenang. 

(43) Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa 
sebagaimnna dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan 
kepada Dcsa lokasi fokus intervensi penurunan stunting. 

(44) Desa lokasi fokus inte~ensi penurunan stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (43) berdasarkan data yang ditctapkan olch 
kementerian negara/lembaga yang berwcnang. 

(45) Dalam hal terjadi penurunan pagu Dana Desa yang clitentukan 
penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program 
sebagaimAna dimaksud pada ayat (41) dan ayat (43), selisih 
lebih Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk mendanai 
kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

(46) Dalam hal terjadi kenaikan pagu Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannya dalam perubahan APBDes untuk program 
sebagaimana dimaksud pada ayat (41) dan ayat (43), selisih 
kekurangan tersebut dapat menggunakan Dana Desa yang tidak 
ditentukan penggunaannya. 

(47) Kepala Desa menyampaikan perubahan APBDes scbagaimana 
dimaksud pada ayat (45) dun ayat (46) kepada bupati melalui 

camat. 
(48) Bupati mengunggah perubahan APBDes sebagaimana dimaksud 

pada ayat (47) pada Aplikasi OM-SPAN. . 

(1) 

(2) 

. . 

Pasal 18 

Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari 
OllJ\a Dean herpedomo.n p&da pedomnn umum yang ditetapkan 
oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 
Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dnna Desa 
tahun 2024, bertujuan untuk memberikan pedoman kepada: 
a. Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melRksanakan 

pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, 
pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Dcsa; 

b . Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pcmerintah Des~ dalam 
memfasilitasi penyelenggaraan · Kewenangan Desa 
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 



Desa serta pemantauan dan evaluasi status perkembangan 
Desa; dan 

c. Pemerintah Desa dalam munetapkan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa untuk kegiatun perencanaan pembo.ngunan 
Deso.. 

(3) Petunjuk Umum Pelaksanaim Penggunaan Dana Desa 
sebagairmma dimaksud dalarn ayat (2) sebagaimana tercantum 
dalarn Lampiran XII yang merupakan bagian tldak terpisahkan 
dari Pcraluran Bupati ini. 

(4) Pemerintnh Desa dalam melaksanakan program atau kegiatan 
Desa dupat merencanakan/melibatkan pengadaan tenaga ahli di 
bidang pembangunan infrastruktur berasal dari warga 
masyarakat Desa, satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten 
yang membidangi pembangunan infrastmktur dan/atau tenaga 
pendamping profesional. 

(5) Pelibatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

direncanakan pengalokasian anggaran dalam rancangan 
RKPDes. 

(6) Pelaksanuan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan 
pemanfaatan sumber daya/bahan baku lokal yang ada di Desa 
secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masya.rakat 
dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan 
pemberdayaan masyarakat setempat. 

(7) Persiapan Pengadaan melalui Swakelola : 
a. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara 

Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan An6Saran 
(DPA) yang terdiri dari : 
1. J adwal pelaksanaan kegiatan; 
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, 

dan peralatan; 
3 . Gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan 

5. RAB Pengadaan. 
b . RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

huruf a angka 5 (lima) disusun oleh Kasi/Kaur menjelang 

dilaksanakannya kegiatan Swakelola. 
c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan 

Pengaclaan melalui Swakelola berupa: 

1. Gambar rencana kerja; 

2. Jadwal pela.csanaan keg,iatan; 

3. Sper,ifikasi teknis; 

4_ Rab pengadaan dan analisa harga satuan; dan bah 
5. Rencana penggunaan tcnaga kerja, kebutuhan an, 

dnn peralatan. · · 

K 
'/Kaur m' t ·• ····J.!:.· ·:;, d~ . .1 menetapkan RAB Pengadaan yang · d. as1 •·· .. ~-· , : 

dihitung dengan menggunakan harga pasar. r d 
. d' aksud pada huru 

Harga pusar sebagaimana un 
e. m rioritaskan harga pasar di oesa setempat. . . . 

me P nekan harga pasar di d.!sa sekitar 
f. Kasi/Kaur dapat menggu_ dibutuhkan tidak ada di 

lai11ny11, apabila barang/Jasa yang . 



lB) 

' ,· 

de~a setempat. 

g. Dahun hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB 
pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian o~jek 

belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih 

dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. 

h . Dalam ha\ terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB 
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian ohjek belanja, 

pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor 
kepada Kepala Desa. 

i. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen pcrsiapan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf c kepada 
TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola 

Pengadaan me).alui Swakelola : 

a. Pengadaan Melalui Swakelola dilaksanakan berdasarkan 
dokumen persiapan Pengadaan yruig disusun. oleh 
Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a 
atau huruf c. 

b. Swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dil aksanakan oleh : 
1. TPK; atau 
2 . TPK dengan melibatkan masyarakat. 

c. Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara 
lain sebagai berikut : 
1. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang 

mengha.silkan catatan hasil pembahasan. 
2. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ 

tenaga ahli/tenaga kerja dengan ketcntuan sebagai 

berikut: 
a) Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa 

f.etempat, perangkat daerah kabupaten, dan/atau 
tenaga profesional; 

b) Tenaga ahli/profesional untuk pengawasan kegiatan 
kontruksi, yang dim:amakan berasal dari masyarakat 
yang memiliki keahlian teknis yang tesertifikasi. 
Pengadaan tenaga ahli/profesional dilakukan apabila 
ter..aga ahli yang ci.isediakan Pemerintah tidak 
mempunyai spesifikasi keahlian yang dibutuhkan 
untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan 

c) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat 

Desa setempat. 
3 . TPK menyusun laporan basil pelaksanaan kegiatan 

beserta dokumentasi kegiatan. 

D 
I melaksanakan kegiatan swakelola, 

4. a.am. al / 
TPK memanfaatkan sarana/ prasaran~/ per atan 

material/bahan yang tercatat/ dikuasai desa: 

- -
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d . Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, . TPK 
me manfaatkan sarana/ prasarana/peralatan/ material/ 
bahan yang tercatat/dikuasui Desa. Dalam : hal 
pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/ 
peralatan/material/bahan yang t.idak dimiliki/dikuasai 
Desa, maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 
mc-lalui Penyedia. 

e. Kasi/ Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan 
kegiatan Swakelola meliputi : 

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau 
2 . Penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana 

prasarana/peralatan dan material/bahan. 
f. Berdasarkan hasil pengendalian, K'1si/Kaur melakukan 

evaluasi Swakelola. 
g. Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf f ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta 
TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi 
pelaksanaan pekerjaan. 

(9) 

h. Hasil kegiatan dari Pcngadaan melalui Swakelola 
diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses 
oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan 
pengumuman Desa. 

i. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada 
pa pan pengumuman D~sa, pengumuman hasil 
pengadaannya dilakukan di lokasi pekerjaan. 

j. Pengumuman hasil kegiata.n Pengadaan secara Swakelola 
melip1.1ti : 
1. Na.ma Kegiatan; 
2. Nilai Pengadaan; 
3 . Kcluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan); · 

4 . Na;n a TPK; 
5. Lokasi; 
6. Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai); 

dun 
7. Ca ra dan metode pengadnan (swal~elola). 

Dalam hul Pengadaan tidak dapat dilakukan secar~ Swake1ola 
maka Pcngadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik 

sebaginn maupun seluruhnya. 

(10) Persiapan Pengadaan melalui Penyedia : 

K · I K nyusun dokumen persiapan Pengadaan a . as1 aur me 
melalui penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) yang terdiri dari : 
1. Wuktu pelaksanaan pekerjaM; 
2. Gambar rencana kerja (apa\Jila diperluka."l};, teknis 
3. Kcrangka Acuan Kerja (KAK}/s~esifikasi 

(apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan hw-ga 

(apabila c\iperlukan}; 

4. Harga perkiraan sendiri lHPS\; dan 

S. Rancangan sutat perjanjian. 
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b. HPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 (empat) 

ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya 

kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada 
harga pasar. 

c. Harga pasar diperoleh dcngan cara mencari informasi 

tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa 

sekitar lainnya, menjelang dilaksat!akannya pemilihan 
Penyeclia. 

d. Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar 
lainnyH, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di 
desa setempat. 

e. Kasifl{aur menentukan harga paflar dengan memperhatikan 
kondisi sebagai berikut : 

1. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga 
pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia tersebut. 

2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka 
harga pasar adalah : 

1. harga yang paling banyak ditemukan; atau 

2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu). 

f. Kasi/~:aur menyusun dan menetapkan HfS dengan 
memperhitungkan : 

1. Hurga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf c; 
2 . Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 

3. Biaya angkut jika barang yang diao.akan tersebut harus 
diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya 
angkut. 

g. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, 
sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, 
pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahalu 
melakukan revisi RAB pada DPA. 

h . Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA 
yang melebihi nilai pagu rincian objck bclanja, pcrigad&.an 
tidak dap:1t dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada 

(11) 

Kepala Desa. · 
i. Rancangan surat perjanjian sebagaimana dim~sud pad~ 

h f a angka 5 (lima) digunakan apabila bukti transaks1 uru , k . 
Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bu ti 

transaksi struk, nota dan kuitansi. 
· Knsi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan 
J• sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada TPK untuk 

dilakukan Pengadaan. 

Pengadaan Melalui Penyedia : . . 
a . Pengadaan melalui Penyedia d1lakukan dengan co.ra . 

1. Peinbelian langsung; 
2. Permintaan penawaran; dan 

3. Lelang. . dilakukan · 
p laksanaan Pengadaan melalui Penyedia . 

b. e dokumen persiapan Pengadaan yang 
.i. Berdasarkan sebagaunana dimaksud pada 

disusun oleh Kasi/Kaur 

ayat (10) huruf a; 
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(12) 

(13) 

( 14) 

(15) 

2. Untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka 

m endukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi 
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa; dan 

3. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengELn 
m empertimbangkan prinsip Pengadaan. 

c. Dalam _hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang 

sebagatmana dimaksud pada huruf a angka 3 (tiga), TPK 
menyusun dokumen Lelang. 

d . Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c 
mencantumkan antara lain : 

1. Ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan 
Kcrja (KAK); 

2. Daftar Kuantitas dan Harga; 

3. Spesifikasi teknis; 

4 . Gambar rencana kerja (apabila diperlukan); 
5 . Waktu pelaksanaan pekerjaan; 
6. Persyaratan administrasi; 

7 . Rancangan surat perjanjian; dan 
8 . Nilai total HPS. 

e. Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana 
dimaksud pada huruf d angka 5 (lima) berupa surat 
pernyataau kebenaran usaha. 

f . Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, 
genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Jelang, 
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf d angka 6 (enam) berupa izin usaha dan Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP). 

Kepah Desa Sebagai penanggungjawab utama program 
pe~bangunan desa, dalam hal teknis pengelolaan pengadaan 
barang dan jasa di desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan 
(TPK) yang terdiri dari unsur perangkat desa dan lembaga 
kemasyarakatan desa hasil Musrenbangdes, sebagaimana 
tercantum dalarr. Lampiran Xlll yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang. 
Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil 
TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah ganjil. 

Tugas TPK dalam pdaksanaan kegiatan/pengadaan _adalah : 

a . Mclaksanakan Swakelola; 

b. Menyusun dokumen lelang; 
c. Mengumumkan dan melaksanakan Letang untuk Pengadaan 

melalui Penyedia; 

d. Memilih dan menetapkan Penyedia; k d . 
1 k has1·1 Pengadaan epa a Memeriksa dan me apor an e. 

Kasi/ Kaur; dan 

f. Mengumumkan hasil kcgiatan dari Pengadaan. 
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(16) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menyusun perencanaan 
pengmlaan barang dan jasa di desa, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini, setelah penetapan APBDes dengan 
menginventarisir pekerjaan yang akan di swakelolakan dan 
pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, menyusun harga 
satuan pekerjaan dan RAB. 

( 17) TPK dapat diberikan honorarium sesuai standardisasi dnri nilai 
kegiatan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keuangan 
desa. 

(18) Khusu.s untuk pekerjaan konstruksi : 

a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab telmis 
pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap 
mampu atau mengetahui teknis keg::atan/pekerjaan; 

b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis 
te:rkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau r.nandor); 
dan 

c. Setiap Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan wajib memasang 
papan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(19) Pelaksanaan barang dan jasa diuraikan sebagai berikut : 

a . Pelaksanaan Paket pengadaan barang/jasa dengan nilai 
sampai dengan Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah): 
1. Pcmbelian Langsung adalah metode pengadaan yang 

dilaksanakan dengan cara ml!mbeli/membayar laugsung 
kcpada 1 (satu) penyedia, dilaksanakan dengan tata cara 
sebagai berikut : 

a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada 1 
(satu) Penyedia Barang/Jasa; 

b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari 
Kasi/Kaur/TPK dan tanpa penawaran tertulis dari 
Penyedia Barang/Jasa; 

I 

c. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi a.tau tawAr 
menawar dengan Penyedia barang/jasa untuk 
memperoleh harga yang lebih murah; dan 

d. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi 
be:rupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk 
dan atas nama Kasi/Kaur sebagai pdaksana 
Kegiatan anggaran. 

2. Pelaksanaan Pengadaan dengan metode - Pembelian 
langsung dapat dilakukan kepada penyedia yang 
1nm11 dalam jangka w1lktu 2 (dua) tahtln . angg~an 
berturut-turut. 

3 . Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, 
Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada 
Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar. 

4. Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu 
menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TP_K 
dapat melakukart Pembelian Langsung kepada Penyed1a 

yang sama. 
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b. Pelok:ianaan poket pengndo1m barnng/Jnaa dcngan nilai di 
atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh Jut'- rupiah) tui.mpai dcngan 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah): 
1. Permintnan Penawaran adalah metode pengadaan yang 

diluksanakan dengan cara membcli/mcmbayar langsunc 
dengan permintaan penawaran tertulit, paling sedikft 
kepada 2 (due) penyedia yang dilakukan oleh TPK 
dengan tata cara sebagaf berikut : 
a, TPK nieminta pcnaweran sccara tcrtulis dari minimal 

2 (dun) Penyedia. Permfntaan Penawaran dilampfrl 
dokumen persyaratan teknis : 
1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 
2. Rincian barang/jasa; 
3. Volume; 
4. Spesifikasi teknill; 
5. Oarnbar rencana kerja (apabila diperlukan); 
6 . Wa~tu pelaksanaan pekerjaan); dan 
7. Formulir surat pc~rnyataan kebenaran usaha. 

b . Penyedia barang/jasa menyampaikan surat 
penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan harga disertai surnt pemyataan kebennran 
usaha; 

c. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia; 
d. Penawaran Penyedin dinyatakan lulus apabila 

memenuhi persyaratan teknis dan harga; 
e. Dalam ha! Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), 

maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga 
penawaran terenda.h sebagai pemenang untuk 
melaksanakan pekerj1rnn; 

f. Dalam ha! ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar 
dengan harga yang sama, maka TPK mel.akukan 
negosiasi (tawar-menawar) dcngan setiap Penyedia 
untuk memperoleh he1rga yang lebih murnh; 

g. C>alam ha! hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka 
TPK melakukan negosiasi (tawar-menuwar) dengan 
penyedia untuk memperoleh harga yang lebih 
murah; 

h . Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana 
dimaksud pada huruf e dan huruf f, dituangkan 
dalam Serita Acara Hasi~ Negosiasi; 

i. Transaksi dituangkan dalam bentuk hukti pembelian 
berupa nota, faktur pembelian, atau -~itwl&i atau 
su:-at perjanjian antara kasi/kaur sebagai pelaksana 
kegiat an anggaran dengan penyedia; dan 

j . Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat l (satu) 
Penyedia, Permintaun Penawarnn dapet dilakukan 

II 

kepada 1 (satu) Penyedia tersebut. 

, 'I 

' ,· ..... 
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c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas 

Rp 200.000,000100 (dua ratus jut:l rupiah) : 
1. Lel11ng adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua 

pekerjaan yang dapat diikuti oleh flemua Penyedia yang 
mcmenuhi syarat dengan tata cara sebagai berikut: 

a . Tata cara Lelang sebugai berikut : 
1. Pengumuman Lelnng; 

2. Pendaftaran dan pcngambilan Dokumen Letang; 

3. Pemasukan Dokumen Penawaran; 
4 . Evaluasi penawaran; 

5. Negosiasi; dan 
6. Penetapan pemenang. . 

b . Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana 
dimaksud pada huruf a angka 1 (satu) clilakukan 
dengan cara : 
1. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta 

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis. 
2. Pengumuman dilakukan melalui media informasi 

yang mudah diakses oleh masyarakat, se.kurang
kurangnya di papan pengumuman desa. 

3. Pengumuman Pc11gadaan sekurang-kurangnya 
berisi : 
a) Nama paket pekerjaan; 
b) Nama TPK; 
c) Lokasi pekerjaan; 
d) Ruang lingkup pekerjaan; 
e) Nilai total HPS; 
t) Jangka waktu pelakf;anaan pekerjaan; dan 
g) Jadwal proses Lelang. 

4 . Bersamaan dengan pengumuman pengo.daun, TPK 
dapat mengirimknn undangan tertulis kepada 
penyedia untuk mengikuti lelang. 

c. Pendaftaran dnn pengambilan Dokumen Lelang. 
1. Penyedia mendaftar kepada TPK unt.u_k mengikuti 

Lelang; dan · 
2. TPK memberikan dokumen Lelang kepada 

I 

Penyedia yang mendaftar. 
d. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Letang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 (dua) 
dilakukan Penyedia dengan menyampaikan pen~waran 
tertulis yang berisi dokumen administrasi serta 
penawaran teknis dan harga kepada TPK, 

e. Evaluasi Penawaran eebagaimana dimaksud pad1. 
huruf a angka 4 (empat) dilaksanakan oleh TPK 
dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi 
serta penawaran teknis dan harga. 

,·, 
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f. Negosiasi sebagaimnna dimaksud pada huruf a 

angka 5 (lima) dilnkukan dcngan mcmpcrhatilcan 
kondisi sebagai berikut: 

1) Apabila terdapat hanya 1 (satu) J>enyedia 

yang lulus, maka TPK melakukan negos1as1 
(tawar-menawar) YMg dituangkan dalam Berita 
Acara Hasil Negosiasi; atau 

2) Apabila terdapat lt::bih dari 1 (satu) Penyedia yang 
lulus menawar dc:ngan harga yang sarna, maka 
TPK melakukan nc:gosiasi (tawar-mcnawar) dengan 
setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang 
lebih murah yang dituangkan dalarn Serita Acara 
Hasil Negosiasi. 

g. Penetapan Pemenang sebagaimana dimrucsud pada 
huruf a angka 6 (enam) dilakukan oleh 'fPK kepada 
Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah. 

h. Transaksi dituangkan dnlam bentuk surat perjanjian 
antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan 
anggaran dengan Penyedia. 

d. Pengendalian 

1. KaBi/Kaur melakukan pengendalian pelakt:anaan 
pckerjaan yang tel'cantum dalam bukti transaksi; 

2 . Dalam hal terjadi perbednan antara target dalam 
pelaksanaan dengan bukti transak,si maka Kasi/Kaur 
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan 
pcrbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan; 
dan 

3. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang 
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi 
kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti 
transaksi. 

e. Bukti Transaksi 

1. Bukti Transaksi pengadaan terdiri atas : 

a. Bukti pembelian (contoh : struk, nota Kuitansi): dan 
b. Surat Pcrjanjian. 

2. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1 
(sa tu) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan 
metode Pembelian Langsung atau Permintaan 
Penawaran. 

f . Perubahan 8urat Perjanjian. 
1. Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal: 

a. Terjadi keadaan kahar; atau 
b. Terdapat perbedaan antara kondisi lapang11n pada 

saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau 
spesifikasi teknis/KAK. 

2. Dulam hal terdapat perbedaan antara kondisi ~apan/ gan 
pa.da saat pelaksanann dtngan gambar an atau 
spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pa~a 
angka. 1 (satu) huruf b, Kasi/Kaur bcrsama pcn~edt~ 
m~lakukan pcrubahan surat perjanjian yang ~c~tputt 

perubahan: 
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a. Spesifikasi telmis sesuai dengan kondisi lapangan; 
b. Volume; dan/atau 

c. Jadwal pelaksanaan. 

3. Dala.m hal perubahan surat perjanjian memerlukan 
perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan 
perubahan surat perjanjian setelat. diiakukan 
penyesuaian dokumen anggaran. 

4 . Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana 

dimaksud pada angka 3 (tiga) berdasarkan ketcntuan 
Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan 
keuangan desa. 

5. Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud 
pada angka 1 (satu) dilakukan Kasi/Kaur dengan 
persetujuan oleh Kepala Desa. 

(20) Pengumuman 

a . TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan m<:lalui 
Penyedia di media infonnasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman 
di kan tor desa. 

b. Pengumuman kepada masyarakat, hasil pengadaan melalui 
penyedia dengan metode Pennintaan Penawaran dEUl Lelang 
meliputi: 

1. Nama Kegiatan; 
2. Nama Penyedia; 
3. Nilai Pengadaan; 

4. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan); 
5. Lokasi; dan 

6. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan 
taJ1ggal selesai). 

(21) Pelaporan dan Serah Terima, sebagaimana tercantum dnlam 
Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
a . TPK melaporkan kepada kasi/Kaur: 

1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan 
2. Pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% 

(seratus persen). . . 
b . Lapornn sebagaimana dimaksud pada huruf a d1serta.i 

dengan dokumen pendukungnya. 
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud p~da hu~f a 

c. angka 1 (satu), Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan 

:~n::i::i : Swakelola dari TPK dengan menandatan[:ani 

Berita J.carl:l Serah Terima (BAST); atau . i , 

. datangani Benta Acara 2. Melalui Penyed1a dengan menan 

Ser ah Teri ma (BAST), . d 
h il kegiatan dan Penga aan 

d. Kasi/Kaur menyerahkank a:a Kepala Desa dengan Berita 
sesuai bidang tugasnya epa 

Acara Penyerahan. . terkait 
an dokurpen Kasi/ Kaur melakukan pengarmp 

e. Pengadaan yllllg telah dilaksanakan. 

'\I•' 



/ 
f. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 

huruf d dan huruf e harus disimpan dan dapat diakses oleh 
pihak yang merniliki kewenangan untuk 

1 
melakukan 

pene,awasan. 

Pasal 19 

( l) Kepala Des a bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa 
sebagaimEma dimaksud dalam pusal 17 ayat (1). 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) KPA BUN Pengelolsan Dana Desa, lnsentif, Otonomi Khusus, 
dan K.eistimewaan dan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, 
lnsentif, Otonomi Khusus, dan Keistimcwaan tidak 
bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah 
Desa s~bagaimana dimaksud pe.da ayat (1). 

BAB VI 
KEKUASMN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Pasal 20 
(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewaklli · Pemerintah Desa 

dalam kept!milikan kekayaan milik desa yang dip:.sahkan. 
(2) Kepala Dcsa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pacia 

ayat (1), mempunyai tugas: 

(3) 

(4) 

(5) 

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes; 
b . Meneta.pkan kebijakan tentang pengelola~ barang milik 

Desa; 
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

bcban APBDes; 
d. Menetapkan PPKD; 
e. Menyctujui DPA, DPPA, dan DPAL; 
f. Menyetujui RAK Desa; dan 

g. Menyetujui SPP. 
Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), lcepala desa 
menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa 

selaku PPKD. 
ku PKPKD kepac\u PPKD 

Pelimpahan sebagian ke asaan 
. kan dengan Keputusan Kepala Ocsa. 

d1tetap • 'l'k' Kadcs sebab berhenti atau 
B . d sa yang tidak mem1 1 1 

ag1 e Bu ati sehingga pelaksanaan 
diberhentikan ~ementara ol:!h P:iak~ana Tugas Kadeii atau 
tugas kades d1laksanakan elaksanaan tugas Kades 

. K d maka pengaturan P . 
PeJabat a es, an adalah sebagai berikut: 
Terkait dcngan pengelolaan keuru;gh Pelaksana Tugas (Plt) 

Pelaksanaan tugas O e a. 
Kepala Desa: Kades apabila Kades 

. . . J ... • ankan tugas 
1 Pl t Kav: 5 • · · 

1 
· "'· 1 h Bupati karem1. 

· 'k sementara O e 
diberhenti an dak yang diancam !lengan 

ak ebagai ter wa 
dinyat an ~ . sin kat 5 (litn3.) tahun 

P
idana penJara palmg g ga'dilan atau 

· t perkara pen ' 
berdasarkan regi~ er ka dalam tindak pidana 
ditetapkan sebagat tersang 
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korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pid11I1a 
terhadap keamanan negara. 

2, Bupati menunjuk Sekdes sebagai Plt Kades dan 
memberikan mandat untuk melaksanakan tugas, 
kewajiban, dan kewenangan Kades sampai dengan 
arlanya putus pengadilen yang telah mcmpunyai 
kekuatan hukum tetap. 

3. Adapun tugas, kewajiban, dan kewenangan 
Kepala Desa y1mg berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan desa yang dijalankan oleh 
Plt Kepala Desa adelah m-!liputi : 
a) Mengelola Keuangan dan aset desa; 
b) Menetapkan Peraturan Desa; 

c) Menetapk&n APBDesa; 

d) Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa 
(Laporan Semester I) kepada Bupati, mclalui 
Camat; 

e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi APBDesa yang menjadi bagian dari 
laporan penyelenggaraan Pemelintahan Desa 
kepada Bupati, melalui Camat; dan 

f} Lain-lain, sesuai kebutuhan dan dimandatkan 
oleh Bupati. 

b. Pelaksanaan Tugas oleh Penjabat Kepala Desa: 
1. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala 

Desa sampai ditetaplcannya Kepala Dcsn yang 
dipilih melalui Pemilihan Kepala Dcsa IP,lkades) 
apabila sisa masa j-abatan Kepala Desa kurang dari 
1 (satu) tahun. 

2. Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas i{epala 
Desa sampai ditetapkannya Kepaln Desa yang 
dipilih melalui Musyawarah Desa apabila siir;a masa 
jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun. 

3. Penjabat Kepala Desa. melaksanakan tugas, 
wewenang, kewajiban, dan hak Kepaln Desa. 

4. Hak Penjabat Kepala Desa sebagaimnna dimaksud . 
diatas tidak termasuk menerima penghasilan tetap 
dan jaminan kesehatan yang dialoka.sikan untuk 
Kepala Desa dalam APBDesa. Penjabat Kepala Desa 
dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya 
yang sah sepanjang terdapat alokasi anggaran 
dalam APB Desa untuk tunjangan dan pent!rimaan 

lain yang sah untuk Kepala Desa. 

Pasal 21 

dl·maksud dalam Pasal 20 ayat 3 (Tiga) tcrdiri 
PPKD sebagaimana 

atas: 
a . Sekretaris Desa; 
b. Kaur dan Kasi; cian 

c. Kaur keua ngan. 

G ftr:W:!f 
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Pasal 22 

(1) Sekret11ris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a 
bertugas sebagai koordinator PPKD. 

(2) Sekreturis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 
kuasa mela.kukan pengelolao.n keuangan dcsa, untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban APBDes, mempunyai tugaH : 

a . Mengoordinasikan penyusunan dan pclaksanaan kebijakan 
APBDcs; 

b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan 
rancangan perubahan APBDes; 

c . Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa 
ten tang APB Des, perubahan APB Des, dan 
pertanggungjawaban pelaksanann APBDes; 

d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturnn kepala 
Desa tentang Penjabaran APBDes dan Peru1:>ahan 
Penjabaran APBDes; 

e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang 
mcnjalankan tugas PPKD; dan 

f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis 
Sekretaris Desa mempunyai tugas : 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

a . Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; 
b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan 
c. Melakukan verifikasi terhadap bukti pencrimaan dan 

pengeluaran APBDes. 

Pasal 23 

Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, 
merupakan perangkat Desa yang secara teknis melaksanakan 
kegiatan anggaran dan bertugas sebagai pelaksana kegiatan 

anggaran (PKA). 
Kaur sebngaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ata.s: 

a . Kaur tata usaha dan umum; dan 

b . Kaur perencanaan. 
Kasi sebat~aimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a . Kasi pemerintahan; 
b . Kasi kesejahteraan; dan 

c. Kasi pelayanan. . 
Dalam pengelolaan Keuangan, Kaur dan Kasi stbagatmana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

Melakuka.n tindakan yang mengakibatkan pengeluaran e.tas a . 
beban anr,garan belanja sesuai bidang tugasnya; 
Melak sanaka.n anggaran kegiata.n sesuai bida.ng tugasnya; 

b . M •ngt•ndalikan kegiatnn sesuai bida.ng tugasnya; 
c. t: . . DPA DPPA, dan OPAL sesuai bida.ng_tugasnya; . 
d. Mcnyusun • . d 'an penyedia . • 'ia.n kerJa sama eng 
e. M1mandatan~an1 perJanJ . untuk kegiatan · yang berada 

atas pengadaa.n barang/3asa 
dalan1. bidang tug~snya; 
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I f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 

tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. 

g. Menyerahkan bukti dukung administrasi dan pertr.nggung 

jawab penuh atas kebenaran formal dan matr.rial atas dana 

kegiatan yang dikelola; dan 

h. Setelah kegiatan selesai dilaks11I1akan, pelaksana kligiatan 
menyerahkan kegiata., kepada Kepala Desa, dalam bentuk 
berita acara serah terima kegiatan. 

(6) Pembagian tugas Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran 
lPKA) sebagaimana climaksud pada ayat (4) dilakukan 
berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam 

RKP Desa. 

(7) Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf h sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23 ayat {4) dapat dibantu oleh Tim 
Pelaksana Kegiatan {TPK). TPK adalah Tim yang membantu PKA 

dalam melaksanakan kegiatan/pengadaan barang/jasa yang 
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri 
oleh PKA. 

{2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal da.I} unsur 
perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau 
masyarakat, yang terdiri atas : 
a. Ketua; 
b. Sekret.aris; dan 

c.Anggota. 
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 

pelaksana kewilayahan yang disebut Kepala Dusun (Kadus) . 
(4) Tugas Kaur den kasi dalam mengelola kegiatan/pengadaan : 

a . Menetapkan dokumen persiapan pengadaan; 
b. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TP~;. 
c. Melakukan pengadaan scsuai dcngan ambang batas mlai 

dan kegiatan yang ditetapkan Musrcnbangdes; 

d . Menandatangani bukti transaksi pengadaan; 

e . Mengcndalikan pelaksanaan pengadaan; 

r. Menerima basil pengadaan; 
g. Melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang tugasnya 

kepada Kepala Desa; dan . 
Menyerahkan hasil pcngadaan pada kegiatan aea':1ai bidang 

h, tugasnya kepada Kepala Desa dcngan Benta A.caxa 

Pcnyerahan. 

Pasal 25 

b 
. ana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c 

(1) Kaur keuangan se agaun 
· ak fungsi kcbendaharaan. 

melaksan ar. . dimaksud pada ayat (1), 
(2) Kaur keuangan sebagaimana 

mempunyai tugas : 



I 

(1) 

a. Menyusun RAK Desa; 

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima 

menyimpan, menyetorkan/ membayar,menatausahakandan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Dt:sa 

dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes; dan 

c. Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kcbcndaharaan 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Desa. 

BAB VU 

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

Bagian Kesatu 
Asas Pengelolaan Keuangan Desa 

Pasal 26 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan 
akuntabel, pnrti'sipatif serta dilakukan 
disiplin anggaran. 

asas transparan, 
dengan tertib dan 

(2) APBDes merupakan dasar pengclolaan kcuangan Desa dalarn 
masa 1 (satu) Tahun Anggaran mu!ai Tanggal 1 ,Januari sampai 
dengan Tnnggal 31 Desember. 

(3) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan 
pengelolaan kcuangan Desa. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Keuangan Desa (APBDes) 

Pasal 27 
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka 

pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening 
Kas Desa (RKD). 

(2) Rekening Kas Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dibuat oleh Pemerintah Desa dengan Spesimen tanda tangan 
Kepala Desa dan Kaur Keuangan. 

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung olch 
bukti yang lengkap dan sah. . 

(4) Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDcs tidak 
dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Deaa. 

(5) Kas Tunai di Kaur Keuangan Maksimal Rpl0.000.000,00 
(sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Operasional 
Pemerintahan Desa. 

(6) Dalam hal terdapat sisa dana pada kegiatan yang sudah 
dilaksanakan, Kaur/Kasi Pelaksana Kegiatan. ~ggaran 
berkewajiban mengembalikan sisa dana tersebut kepada Kaur 
Keuangan, dan selanjutnya Kaur Keuanpn M1_n111mbalikan 
dana tersebut ke Rekening Kas Dcsa (RKD) maksunal 1 (satu) 

(1) 

bulan dari pencairan/penarikan uang di Bank. 

Pasal 28 

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengaj~kan SPP 
dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan 
periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar 

atau kurang dari yang tcrtera dalam DPA. 
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(2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan 

pclaksanaan kegiatan dan anggaran. 

Pasal 29 

(1) Penggunaa n anggaran yang diterima dari pengajuan SPP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 untuk kegiatan 
pengadaan barang/ j asa secara swakelola tidak lebih dari 10 
(sepuluh) hari kerja. 

(2) Dalam hal pembayaran penga.daan barang/jasa belum 
dilalrukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, kaur dan kasi 
pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang 
sudah ditcrima kepada kaur keuangan untuk disimpan dalam 
kas Desa. 

(3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana 
di.maksud pada ayat (1) ke dalum Buku Pembantu Kas Tunai 
dan Bulru Kas Umum. 

(4) Kaur dan kasi pelaksana kegintan anggaran m~nyampaikan 
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran 
pengadaan barang/ jasa kepada Sekretaris Desa. 

(5) Sekretaris Desa memeriksa kcsesuaian bukti transaksi 
pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran 
yang disampaikan oleh kaur dan kasi pelaksana kegiatan 
anggaran. 

(6) Dalam hal jumlah rcalisasi pcngeluaran pembayaran 
baranr,/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterimn, kaur 
dan kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikai1 sisa 
uang ke kas Desa. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 30 

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilakaanakan 
melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa 

diterima. 
Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 

dengan: 
a. Pernyataan tnnggungjawab belanja; dan 
b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat 
Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretaris Desa berkewajiban untuk : 
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang 

diajukan oleh kaur dan kasi. pela.ksana kegiatan anggaran; 
b . Mcnguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes 

yang tercantum dalam permintaan pembayaran; · 
c. Menguji ketersediaan dana untu.k kegiatan dimaksud; dan 

d . Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh kaur d~ 
kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuh1 

persyaratan yang ditetapkan. . 
Kepala Desa menyetujui permintaan pembay_aran sesuru dengan 

hasil veriftkasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. . 
. lakukan pencairan anggaran sesuru dengan 
Kaur keuangan me 

b ang tertera dalam SPP setelah mendapatkan 
esaran y 



Pnsfll !1 1 

(l) Prose~ pdnksononn Keunngnn Deso dlmulni dengnn urutnn 
s b(\goi bl! rikut : 

o, Pclnkmmn Kegintnn mengajuknn pendnnnnn untuk 
melnksnnnkun kegiotnn horns disertni dengnn dokumen 
nntom loin Rencnnn Anggnrnn Belnnja (RAB) yang telah 
divcrifiknsi olch Sekrctnris Oesn don dlsnhknn oleh Kepala 
Desn (Khusus RAB Fisik di11,mpirknn Perhitunr,an RAB fbdk 
(TOSI t,esertn RAB Onmbnr, dll) . 

b. Pclo.lrnnno Kegiotnn bertnnggunftjnwnb terhndnp dndnkan 
pengetuornn ynng menyebnbknn bebnn anggnran belenja 
kegiatan dcngnn mcnggunoknn buku pcmbanm kas 
kegiollm sebogai pertnnggungjowaban pclaksanann k<:gfatan 
di Demt. ' 

c. 8erdnstukan Rencana Anggnrnn Biaya (RAB) Pelaksana 
Kcgintnn mcngnjuknn Surnt Pcrmintaan PcmbayarL·tn (SPP) 
kepnda Kepatn Desa. SPP tidak boleh dflakukan sebelum 
barang dan jasn diterimn dalam 1 (satu) kegiatan. 

d. Pengojuan SPP terdiri dari : 
l. Surat Perminta.an Pembayaran; 
2. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan 
3. Lampiran bukti Transaksi : 

a. Dokumen Penawaran ata.u Dokumen Letang. 
b . Surat Pesnnan/Pcrmintaan Barang/jasa 

Berdasarkan Dokumen Penawaran Harang dan Jasa, 
sebagaimana terca.ntum dalam La.mpiran XVIII yang 
merupakan bngian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

c. Nota Toko. 
d. Neta Desa, sebagaimnna tercantum dalam Lampiran 

XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan darf 
Peraturan Bupati ini. 

e. Buku Material, s<:bagaimana tercantum dalarn 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Pemturan Bupati ini. 

f. Serita acara serah terima barang, sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan 
bagian tidak t1~rpisahkan dari ' Peraturnn 

Bupati ini. 
g. Kuitansi Pengeluarnn Desa yang 'di ketahui 

Kepala Desa, sebagaimana tcrcantum dalam .. 1 •• 

Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Pera.turan Bupati ini. 

h . Dokumentasi Foto Kegiatan. 
e. Dalam pengajuan pelaksanann pembayaran, Sekretaris Desa 

berkcwajiban untuk : 
-1. Mc:ncliti kelengkapan permintaan pembayaran dlajuan 

oleh pelaksana kegiatan; 
h ·t ngan tagihan ·ataa beban 2, Menguji kebenaran per 1 u 



/ APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran; 

3 . Menguji ketersediaan dana untulc kegiatan dimaksud; 

dan 

4. Menolak pengajuan perrnintaan pembayaran oleh 

Pelaksana Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan. 

f. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, 

Kepala Desa menyetujui perrnintaan Pembayaran dan Kaur 

Keuangan melakukan pembayaran kepada Pelaksana 

Kegiatan berdasarkan Pencairan SPP. 

g. Atas pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Kaur 
Keuangan melakukan pencatatan Pengeluaran ke· dalam 
Buku Pembantu Kas Tunai dWJ Buku Kas Umum. 

h . Tata cara Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), 
sebagaimana tercantum dalam L&mpiran XXIII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 32 

Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyrunpaikan 
laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada 
Kepala Def;a paling 1.9.mbat 7 (tujuh) hari sejak seluruh k~giatan 
selesai. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Pasal 33 

Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas 
Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan 
ketentuan Pera turan Perundang-Undangan mengenai 

perpajakan. 
Kaur Keuangan sebagai Perangkat Desa wajib memungut pajak 
melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Kas Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
pengeluaran Kas Desa atas beban belanja pegawai, belanja 

barang/jasa, dan belanja modal. 
Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak 
yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan serta dibuktikan dengan dokumen yang diterbitkan 
oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi Bukti Penerimaan Negara 
(BPN) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 
(NTPN) berupa kombinasi huruf dan angka sebanyak 16 (enam 

belas) digit. 
Ka.ur Kcutlllgan mcncatat penerimaan dCLn penyetorCLn Pajak 
kedalam buku kas pembantu pajak. 

Pasal 34 

RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang 
digunakan mt:ngatur penarikan dana dari rekening kas untuk 
mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah ,disahkan oleh 

Kepala Desa . 

.. - ·, · 



Pnsnl 35 
(1) Pencriml\nn pembioynnn dnri SILPA Tahun sebclumnya 

digunnkt\l\ Ut\lUk ~ 

n. mcnut\tpi defisit nngglunn npnbila rcalisasi penda_paten lebih 
kccil th1ripndn rcnlisnsi bclnnja; dan 

b. mendnnn1 kegiatan ynng bclum selesai atau lanjutan. 

(:?) SlLPA yang digunnknn untuk menutupi defisit nr,ggaran 
s,b!lgnimt\na dimnksud pada nyat (l) huruf a merupakan 
pcrhitungnn perkiraan pcuerimaan dari pclampauan 
pendapatnn dan/ntau penghematan belanja tahun tlebelumnya 
yang digunt\knn untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah 
ditctapknn dnlam APBDcs tahun anggaran berkene.an. 

(3) SlLPA yang digunakan untuk mendanai !<egiatan yang belum 
selesni at1m lartjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan perhitungan ril d:iri anggaran dan kegiatan 
ynng harus disclesaikan pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Knur dnn/ntau kasi pelaksann kegiatan anggaran mengajukan 
kembnli rnncnnga.n DPA untuk disetuji Kepala Desa menjadi 
OPAL \lOtuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau 
lanjutnn sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(5) Kaur dnn/ntnu kasi pelaksana kegiatnn anggaran dalam 
mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi 
pelaksannan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling 
lrunbat pertengahan bula..1 Desember Tahun Anggaran Berjalan. 

(6) Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa 
kegiatan yang aka.n disahkan dalam OPAL. 

(7) OPAL yang telah disetujui m~njadi dasar penyelcsaian kegiatan 
yang belum selesai atau lanjutan pada Tahun Anggaran 
berikutnya. 

Pasal 36 

(1) Penyertaan Modal dicatat pada Pengeluaran Pembiayaan. 
(2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana 

dirnaksud pnda ayat (1) dimasukan sebagai Ba@,i Hasil Bumdes 
pada uagis.n Hasil Usaha Desa Sumber dana Pendapatan A:Jli 

Desa (PAD). 

(1) 

(2) 

Bagian Ketiga 
Penatausahaan Dana Desa 

Pasal 37 

Penat.aus1thaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan 

sebagni pelnksano. fungsi kebcndaharaan. . 
Penat.ausahaan sebagnimana dimakaud pada ayat (1) wfl.)ib 
dilakukan dengan mencatat setiap pcnerimaan dan pengeluaran 
dalam b\lku pembantu kas tunai, buku ka1 umum dan Duku 
Pembantu Bank berdasarkan Rokenin1 Koran Kas Desa yang 

dicetak _setiap bulan tanggal 2 bulan berlkutnya. 



' 

(3) 

(4) 

(5) 

Pencatatan pada buku pembantu kas tunai, buku kas umum 
dan buk\.1 pembantu Bank sebagaiman dimaksud pa.da ayat (2) 
ditutu p setiap akhir bulan secara tertib. 

Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban, dan disarnpaikan setlap bulan 
kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kaSi umum yang 
terdiri dari : 

a. Buku Kas Umum; 

b. Buku Pembantu Kas Tunai· , 
c. Buku Pembantu Bank· , 
d . Buku Kas Pembantu Kegiatan; 
e. Buku Kas Pembantu Pajak; 
f. Register SPP Pengeluaran; dan 
g. Register Kuitansi Pembayaran. 

Pasal 38 

(1) Setiap bdanja desa atas beban Dana Desa harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 
dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang 
timbul dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan Desa, 
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa 

(4) 

tentang APB Desa ditetapkan menjo.di peraturan Desa. 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang 
disimpan/ diarsipkan di Desa berupa : 
a . Rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana; · 

b . Ku itansi Pembayaran; 
c. Foto perkembangan kegiatan 0% ·(nol perseratus) 50% (lima 

puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus); 
d . Data dukung berupa undangan rapat, berita acara rapat, 

daftar hadir, SK Tim Pelaksana, SPPD, Surat Tugas, Nota 
pembclian, tanda terima Honor Kegiatan/sejenisnya, 
Dokumen Penawaran Barang/jasa atau Lelang dan Surat 

Pesanan/Pennintaan Barang/jasa; 
e . Rencana anggaran biaya (RAB) ditandatangani oleh 

Pelaksana Kegiatan, diverifikasi oleh Sekretruis Desa dan 

f. 

d. ahkan oleh Kepala Desa, (khusus RAB . Garnbar 
1S • rik d 

ditandantangani oleh pembuat Garnbar dan dipe sa an 

d . tuJ'ui oleh Dinas/Instansi terkait dan/ atau Tenaga 
ise . . . XXIV 

Profesional), sebagaimana tercantum dalarn L~ptran 
yang merup,_Lk:an bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 

Bupati ini; 

Berita acara 
kepada masyarakat 

penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
dan/atau BPD melalui musyawarah 

desa; dan • I 

I ' 



I 
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g. Berita acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan 
formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan d.ari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 39 

(1) Pengeluaran atas beban APBDes dilakukan berdasarkan RAK 
Desa yang telah disetujui oleh K.epala Desa. 

(2) Pengeluarn.n atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan 
secara swukelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur 
dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran atas dasar DPA dan SPP 
yang diajukan setelah disetujui oleh Kepala Desa. 

(3) Pengeluaran atas beban APBDes untuk kegiatan yang dilakukan 
melalui penyediaan barang/jas dikeluarkan oleh Kaur Keuangan 
langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang 
diajukan oleh Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran dan disetujui 
oleh Kepala Desa. 

(4) Pengeluara n atas beban APBDes unt.uk belanja pega.wai, 
dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui 

oleh Kepala Desa . 
(5) Pengeluaran atas beban APBDes sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi 
pengeluaran dan kuitansi penerimaan. 

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat. (5) 

ditandatangani oleh Kaur Keuangan. 
(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada . ayat (5) 

ditandatangani oleh penerima dana. 

( 1) 

(2) 

(3) 

Pasal 40 

Buku pembantu. kas tunai, buku kas umum dan . buku 
pembantu Bank yang ditutup setiap akhir bulan sebaga1II1ans. 
dimaksud dalam pasal 37 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur 
Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 

(sepuluh) bulan berikutnya. 

Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi da:n analisi~ atas 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, 

al
. . bag,,;mana dimaksud pada ayat (2) 

an 1s1s se c.u 

kepada Kepala Desa untuk disetujui. 

evaluasi dan 

disampaikan 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

' .. 

Bagian Kecmpat 
Pelaporan dan pertanggungjawaban 

Pasal 41 
Kepala D1:sa menyampaikan laporan pelaksannan APBDes 
per triwulo.n dalam bentuk dokumen, serta dokumen elektronik 
(softcopy) Dutabase Aplikasi Siskeudes kcpada Camat mclalui 
Kasi Pcmberdayaan Masyarakat clan Desa Kecamatan (rlalam ha! 
ini dibantu satgas kecamatan) untuk digabungknn pada level 
Kecamatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan 
selanjutnya dokumen elektronik (softcopy) datt1base aplikasi 
Siskeudes pada level Kecamatan disampaikan ke Badan 
Pengelolaon Keuangan dan aset Daerah (DPKAD) melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilaoi pada 
siskeudes level Kabupaten paling lambat tanggal 15 bulan 
berjalan (5 hari setelah dokumen elektronik (softc:opy) diterirna 
Satgas Kecarnatan). 
Kepala Desa wajib menyarnpaikun laporan pelaksanaan APBDes 
semester pertarna kepada Bupati melalui Camat ualam bentuk 
Dokum.en Hard Copy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF), dan 
selanjutnya Camut menyampaikan nrsip dokumen Digital (PDF) 
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daere.h (BPKAD) 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dnn Desa. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari : 
a. Laporan pelaksanaan APBDes; dan 
b. Laporan realisasi kegiatan. 
Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dengan cara menggabungkan seluruh lap:>ran 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 paling lambat minggu 
kedua bulan juli tahun berjalan. 
Rujukan utama penyusunan laporan pelaksanaan APB Desa 
adalah Buku Kas Umum (BKU), termasuk didalamnya adalah 

Buku Kas Pembantu. 
Buku Bank/rekening koran bank dan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan dan/ atau la.poran akhir pelaksanaan 
kegiatan yang disusun oleh PKA, menjadi dokumen yang 
dibutuhkan untuk memperkuat data yang tertera dalam 

Buku Kas. 
Buku kas yang menjadi rujukan penyusunan laporan harus 
dipastikan suduh diverifikasi oleh Sekdes dan selanjutnya 

dilaporkan kepada Kepala Desa setiap bulan. 
Data yang dimasukkan ke dalam format laporan adalah _s~mu~ 
aktifitas pelaksanaan dari Penjabaran APBDes yang terdm dan 

~endnpat11n, belanJa da.n pembl~1a.an. . , 
Dokumen yang <liperlukan dalam penyusunan laporan real\sasi 

kegiatan adalah: 
Buku Kas Umum (BKU); . 

a. Buku Kas Pembantu Bank, Pajak, dan PanJe.r, serta Buku 
b. 

Kas Pembantu Tunai; . 
k •atan dan anggaran dan/atau 

c. Lapornn perkembangan . eg1 . 'k F'KA dan 
laporan akhir kegiatan anggaran yang d1sampai an 

sudah diverifikasi oleh Sekdcs; 
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d. Dokumen APBDes dan Penjabara APBDes; dan 
e. Dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

(10) Sekdes mengidentifikasi semua kegiatan yang teranggar-kan 
dalam APBDes, dan selanjutnya dengan menggunakan format 
laporan pelaksanaan APBDes Semester I (satu) , dan juga 
merupakan bagian dari lapontn Pertanggungjawaban Reruisasi 
APBDes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pernturan 
Bupati ini. 

Pasal 42 

(1) Pemerintah Desa penerima Dana Desa bertanggungjawab penuh 
secara formil dan materiil atas penggunaan Dana Desa yang 
diterimanya. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
a . Laporan rcali:3asi Penggunaan Dana Desa; 
b. Surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa 

Dana Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan 
rencana; 

c.Foto keadaan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan yang 
bersifat fisik; dan 

d. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a dan huruf b disampaikan kcpada Bupati cq. Camat dalam 
bentuk Dokumen Hard Copy dan Softcopy Dokumen Digital (PDF), 
dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip dokumen Digital 
(PDF) kepada Sadan Pengelolaan Kcuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa. 

(4) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf c dan huruf d disimpan dan dipergunakan olch 
penerima Dana Desa selaku obyek pemeriksaan. 

(1) 

(2) 

Pasal 43 

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat dalwn bentuk 
DokunLen Hard Copy dan Softcopy Dokumen Digital (PDFJ,setiap 
akhir tahun anggaran, selanjutnya Carnal menyampaikan arsip 

dokumen Digital (PDF) kepada Badan Pcn&clolaan I{cuangan dan 
Aset Daerah (BPKAO) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyaraka t dan Oesa Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 

disertakan berita acara musyawarah BPD. 
Laporan pertanggungjawaba11 sebagaunana dlmakaud · pada 
ayat (1) disampaik;_-:1 p~: =.~i-lambat 3 (tiga) bulan sctelah ~ir 
tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan P~raturan 

Desa . 
(3) Peraturan Oesa sebagaimana dimnksud pada ayat (2) disertai 

dengan : 
a. Laporan Kf!uangan terdiri dnri : 

' ' 



a. Laporan realisasi APBDes· dan , 
b. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). 

b. Lapornn Realisasi Kegiatan; dan 

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program 
lainnya yang masuk ke Desa. 

(4) Laporan pertanggungjawaban sebago.imana dimaksud 
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa akhir tahun anggaran. 

Pasal 44 

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penyaluran Dana 
Desa meliputi. 

a. Bukti lransfer Dana Desa dari Pemerintah· , 
b. Pakta integritas dari penerima Dana Desa yang menyatakan 

bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan 
sesuai dengan rencana; dan 

c. Bukti tran:,fer /penyerahan1 uang atas penyaluran Dana Desa 
dari RKUD ke RKD. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 
ayat (2) dan pasal 43, bupati menyusun: 

(3) 

a. Lapora n konsolidasi pelaksanaan APBDes semeste~ pertama 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

b . Lapora n konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun 
an ggaran sebelumnya. 

Bupati menyarnpaikan lapornn 
dimaksud pada ayat (2) secara 
informasi yang dikelola pemerintah. 

Pasal 45 

konsolidasi sebagaimana 
elektronik selalui sistem 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 43 
diinformasikan kepada Masyarakat melalui media 
informasi/Banner Informasi minimal 4 (empat) Benner 

diantaranya: 

(2) 

a. Banner APBDes Awal, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXVII.a yang merupakan bagian tidak terpisahlr.an 
dari Peraturan Bupati ini; 

b . Banner APBDes Perubahan Anggaran Kegiatan {PAK), 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran XXVII.b yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 
c. Banner Realisasi APBDes Semester Pertama, sebagairuana 

tercantum dalam Lampiran XXVll.c yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupali lni; dai1 

d. Banner Realisasi APBDes Semester Kedua (Akhir tahun), 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVll.c yan~ 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat1 

ini. d"ki 
lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling _se i t 

memuat : 1 

a. Laporan realisasi APBDes; 

b. Laporan realisasi kegiatan; -
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c. Kcgiatan yang bclum sclesai dan/ atau tidak terlaksana; 
d. Sii;a anggaran; dan 

e. Alamnt pengaduan Laporan pelaksanaan APB Desa. 

BABVIll 
PENDAMPINGAN, PEMBlNAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI 
Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 46 

Pemerintah Daerah melakukan Pendarnpingan, Pembinaan, 
Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa yang terintegrasi 
dengan Pendmnpingan, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan 
Evaluasi Pengdolaan Keuangan Desa. 

Bagian Kc~dua 
Pendampingan 

Pasal 47 
(1) Pedoman t1mum Pendampingan Masyarakat Desa bertujuan 

sebagai acuan dalam melaksanakan Pendampingan Masyarakat 
Desa bagi Pemerintah Daerah Kabupaten, Tenaga Pendamping 
Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga. 

(2) Pendampingan Masyarakat Desa scbagaimana dimaksud pada 
aya.t (1) bertujuan untuk : 
a. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabi\itas 

Pemerintahan Desa dalarn Pendataan Desa, perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang 
difokuskan pa.da upaya pencapaian SDGs Desa: 

b. meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan part1s1pasi 
masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif untuk 
mendukung pencapaian SDGs Desa; 

c. meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya 
e~:onomi Desa melalui BUMDes dun/ atau BUMDes Bcrsama 
bagi kesejahtcraan dan keadilan untuk mendukung 
pencapaian S00s Oesa; dan 

d. meningkatkan sinergitas program dau kcgiatan Desa, kcrja 
sama an tar Desa untuk mendukung pencapaian' SDGs Desa. 

(3) Pendarnpingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
ayat (1) ditingkat Daerah dilaksanakan oleh Camat. 

(4) Pendarnpingan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
ayat (1) di tingkat Tenaga Pendamping Profcsional meliputi: 

a . tenaga pendamping lokal desa yang bertugas di Dcsa dcngan 
jenjang tingkatan tenaga terampil pemula. 

b. teuaga pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan _ 
dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana; 

c. tenaga pendamping teknis yang bertugas di Kecarnatan 

dengan jenjang tingkatan tenaga terampil pelaksana; 

d. tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat Daer~ 
Kabupaten/Kota dengan jenjang tingkatan tenaga teramp1 

mahir; 
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l. 

(5) 

(6) 

e. tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi 
dcngan jenjang tingkatan tenaga terampil penyelia fratama; 
dan 

f. tcnaga ahli pemberdayaan Masyarakat pusat dengan jenjang 
tingkatan tenaga terampil penyelia madya. 

Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 
dapat diadakan dalam pelaksl3.llaan program den kegiatan 
sektoral. 

Honorarium pendampingan sebagai d.imaksud padn o.yat (3) dan 
ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(7) Tenaga pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksuci dalam 
ayat (4) huruf a mempunyai tugas : 

a. melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, 
perencanaan, pelaksanaan,dan pengawasan Pembangunan 
Des~ yang berskala lokal Desa; 

b . terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari 
di Desa yang berkaitan dengan implementasi SDG~ Desa, 
kerja sama antar Desa, dan BUMDes ke dalam aplikasi 
laporan harian dalam Sistem Informasi Desa; 

c . melaksanakan penilaian mandiri tnelalui aplikasi laporan 
harian dalam Sistem Informasi Desa; dan 

d . meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui 
komunitas pembelajar. 

(8) Tenaga pendamping Desa sebagaimana dimaksud dalfUll ayat (4) 

huruf b mempunyai tugas : 
a. melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yllllg 
berskala lokal Desa,kerja sama antar Desa, dan kerja sama 
Desa dengan Pihak Ketiga; 

b. mempercepat pengadministrasian di tingkat Kccamatan 
terkait penyaluran, perencanaan, pcmanfaatan, dan 
rekapitulasi pel:3.poran dana Dess.; 

c . melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa; 
d. mentoring pendamping lokal Desa dan KPMD; 

terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari 
e. di Desa dan Kecamatan yang berkaitan dengan fasilita~i 

implementasi SDGsDesa, kerja sama antar ~c~a, ~an ker.Ja 
sama Desa dengan Pihak Ketiga ke dalam aphkas1 laporan 

harian dalam Sistem Informasi Dt'!sa; 
terliba t aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari 

f. di Desa atau antar Desa yang berkaitan dengan BUM O~sa 
dan BUMDes Bersama ke dalam aplikul laporan harian 

datam Si stem Inf ormasi Desa; 
melaknanakan penilaian n\andiri melalui aptikasi lapo:-an 

g. h . n dalam Sistem Informasi Desa; dan 
ana di • pun melalui 

. katkan kapasitas diri secara man n mau h . mening 
komunitas pembelajar. 
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(9) Bagi desa yang terdapat kekosongan tenaga pendamping lokal 

Desa, dapat mengajukan permohonan pendampingan kepada 
koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten. 

{10) Tenaga penda.mping bantJ.an ditetapkan oleh koo.·dinator 
Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten dengan surat tugas. 

Bagian Ketign 

Pembinaan 

Pasal 48 

(1) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Daerah 
dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring dengan Keputusan 
Bupati. 

{2) Tugas Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 

a . Melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan 
tentang Dan:::. Desa; 

b . Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Monitoring 
pelaksanaan Dana Desa; dan 

c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 
Bupati. 

{3) Dalam rangka pembinaan Dana Desa ditingkat Kecamatan 
dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kcca.matan dengan 
Keputusan Camat. 

(4) Tim Monitoring dan Evaluasi Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) terdiri dari : 

a. Ketua; 
b . Sekretaris; dan 
c. Anggota. 

(5) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) mempunyai tugas sebagai berikut: 
a. Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan 

Kepala Desa; 
b . Memfasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang 

Penjabaran APBDes; 
c. Memfosilitasi penatausahaan keuangan Desa; 
d. Melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, 

data dan informasi tentang Dana Desa; 
e. Mengcvaluasi Pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya; 

f. Mengevaluasi APBDes; 
g. Mengevaluasi Besaran Sub Belanja Desa; 
h. Memonitoring Pengelolaan Dana Oesa di tingkat Oesa; 

L Melaporka.n pel&ksanaan Dana Desa; 
j . Membuka layanan kontak pengaduan Masyarakat;· 
k. Menindaklanjuti pengaduan Masyarakat dan melaporkan 

kepada Bupati; 
l. Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa; : 
m. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan pendr..yag.maan 

aset Desa; 
n . Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

undangan; 
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o. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa Dan Perangkat 
Desa; 

p. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; 

q. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 

r. Fasilitasi singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan Desa; 

s . Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan 
perdesaan; 

t . Fasilitasi peny,~lenggaraan ketcntraman dan ketertiban 
umum; 

u. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 

v. Fasilitasi 
partisipatif; 

penyusunan perencanaan pembangunan 

w. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan 
pihak ketiga; 

x . Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan 
ruang Desa serta pene tapan dan penegasan batas Desa; 

y. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan 
pemberdayaan Masyarakat Desa; 

z. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya : 
1) Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan 

perdesaan di wilayahnya; 
2) Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan RKP 

Desa; 
3) Fasilitasi pelaksanaan musyawarah penyusunan 

Rancangan APBDes; dan 
4) Fasilitasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait 

untuk pengesahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan 
gambar kegiatan yang beresiko. 

Bagian Keempat 
Pengawasan 

Pasal 49 

Pengawa san terhadap pelaksanaan Dana Desa meliputi: 
Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang 

a . kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dali:un rang~a 
meningkatkan kinerja clan akuntabilitas PPKD dan tiin 

b . 

C, 

d. 

pelaksana an kegiatan; · 
dilakukan ol,.h masyarakat dan BPD dalam rangka 

Pengawasan ~ . .. 
. k tkan kinerja Pemenntah Desa transparanst, 

memng a.an 11baaaimatia dltnliOtllUtl ll)'M.tt1) tl~ ~at.t (~) 
P•tta~wa; memberituk tim Sertifikasi Fisik yang dibuat 
Kepa a e_sa Ke ala Desa sebelum pelaksana 
dengan Surat Keput~s: !giatan di~aksud kepada Kepala. 
kegiatan menyerah terim an 

Oesa; . at (3) dapat terdiri 
Pembentukan Tim Sertifikasi Sebagaimana ay • . 

dari: 

1. Perangkat De~a; 

2. BPD; 
3~ Kecamatan; . 
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4. Unsur TNI dan Unsur Polri; dan 

5 . Tenaga Pendamping Profesional. 

e. Form Hanil sertifikasi fisik, scbagaimana tercantum dalam 
Lampiran XXVUI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan 13upati ini; 

f. Pengawasu.n Oleh Masyarakat Desa; 

g. Pengawasn.n di tingkat Desa dilakukan oleh Tim EvaluRsi dan 
Monitoring Kecamatan dalam hal ini diketuai oleh Camat, 
dilakukan dalam bentuk: 

1. Evalun:3i rencangan peraturan Desa terkait APBDes; 

2. Evaluuai pengelolaan Keuangan Desa Dan Aset Desa; dan 
3. Evalunsi dokumen laporan pertanggungjawaban APBDes. 

h. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lnspektorat Daerah 
Kabupaten. 

Bagian Ke lima 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 50 
(1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Bupati melalui 

Ca.mat terhadap : 
a . penyaluran Dana Desa; 
b . laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaranDana De'la; 
c.si·sa Dano Desa di RKD; dan 

(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 
untuk: 
a . memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
b . mengetahui besaran dan kendala realisasi pe11yaluranDana 

Desa yang dilaksanakan oleh masing-masing KPABUN 
Penyaluran Dana Desa, lnsentif, Otonomi I<.husus,dan 
Ke-istimewaan. 

(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap laporan realisasi 
penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk: 

(4) 

(5) 

a. menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun 

anggar an ber~alan; dan 
b. mengetahui besaran penyerapan dan capaian kcluaran Dana 

Desa. 
Pemanta\lan sisa Dana Desa sebagaimana clima.ksiid pada ayat 

(1) huruf c dilakukan untuk mengetahui : 
a. besaran sisa Dana Desa di RKD yang bclum scle:,ai 

diperhitungkan pada penyaluran Dana D11a HfflP~ d1n1&an 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

b. besaran sisa Dana Dcsa t.ahun anggaran scbclumnya di 

RKD. 
Besaran sisa Dana Cesa di RKD yang bclum selesai 

diperhitungkan pada penyaluran Dana Cesa tahun anggaran 
sebelumnya ncbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, 

diperhitungkan dal~ p~nyaluran tahap 11 Dana ~esa yang 

tidak ditentukan pcnggunaannya tahun anggaran ber.1alan. 



(6) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD 
sebagaimnna dimaksud pada ayat (4) huruf b, dianggarkan 
kembali <Ii tahun anggaran berjalan oleh kepala Desa dan 
dilakukan perekaman oleh bupati pada Aplikasi OM-SPAN. 

(7) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desn dan 
perekaman oleh bupati sebagaimana dhnaksud puda ayat (6) 
tidak dilaksanakan, sisa Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya di RKD sebagaimana dimclcsud pada ayat (4) huruf 
b diperhitungkan pada penyaluran tahap II Dana Desa yang 
tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan. 

(8) Sisa Dana Desa di RKD yang telah dianggarkan kembali di 
tahun berjalan digunakan sesuai dcngan fokus penggunaan 
Dana 0f'sa sesuai dengan prioritas nasional yang ditf'tapkan 
dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas 
penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan menteri 
yang menyelengg.arakan urusan pemerintahan di bidang Desa, 
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berlaku. 

(9) Berdasarkan hasil pemantauan, bupati melalui Camat meminta 
inspektorat Daerah Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan 
terhadap: 
a . besaran sisa Dana yang dapat diserap pada tahun anggaran 

setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, dalam ha\ sisa 
Dana tersedia secara fisik; 

b. besaran sisa Dana yang tidak dapat diserap pada tahun 
anggaran setelah tahun anggaran periode pemeriksaan, 
dalam hal sisa Dana tersedia secara fisik; dan/ atau 

c. selisih sisa Dana antara yang dilaporkan dengllll kondisi 
sebenarnya secara fisik. 

(10) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (9), 
Jnspektorat Dae rah Ka bu paten menyampaikan hasil 
pemeriksaan kepada bupati serta Camat. . . 

( 11) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaunana dim~sud 
pada ayat (10) terdapat besaran sisa Dana seba~aunana 
dimaksud pada ayat (9) huruf a, sisa Dana d1maksud 
diserap setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) . 

{12) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
b · dimaksud pada {10) terdnpat besaran sisa Dann se agrumana 

t (9) huruf b bupati menyampaikan surat pennohonan 
aya ' K an untuk 
kepada Direktur Jenderal Perimbangan euang 
menghentikan penyaluran Dana De~a pada tahun anggaran 

t lah tahun anggaran periode pemenksa.an, 
~ea~am hul hasil pemeriksaan sebagaimana dim~sudpadda aydat 

(13) . D bagaimana dunaksu pa a 
(10) terdapat selisih s1sa ana se . h nan 

b ati menyampalkan aurat permo o 
ayat (9) huruf c, up al P . . bangan Keuangan untuk 
kepada Direktur Jender <.nm d tahun anggaran 

. aluran Dana Desa pa a 
memperh1tungkan peny •. de pemeriksaan $ebesar 
setelal1 tahun anggaran peno 

. d · · pektorat Daerah. 
rekomenclas1 art ms ·an hasil pemeriksaan 

(14) Mekanisme pemeriksaan dan penyampat (9) dan ayat (10) 
d . k ud padn ayat 

sebagaimo.na ima s tu peratur_an perundang-
. d ngan keten an 

dilaksanakan sesuru e . 

undangan. 



(15) Bupati rnelalui Camat melakukan pemantauan dan evaluasi 
atas: 

a. pagu Dana Desa yang ditentukan 
penggunaannyasebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) 
hurufb; 

b. penyaluran Dana Desa; 
c. prioritas penggunaan Dana Desa; 

d. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau 
e.sisa Dana Desa di RKD. 

(16) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bupati melalui 
Camat dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/ atau 
melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan 
capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN. 

BABlX 
SANKS! 

Pasal 51 

(1) Bupati melalui Camat melakukan pemantauan atas proses 
perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang 
melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa 
(Kaur Keuangan). 

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), kepala Desa dan/atau bendahara Desa 
(Kaur keuangan) telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati 
menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran 
Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(I) 

(2) 

(3) 

( 1) ' 

Pasal 52 

Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan 
berdasarkan putusan pengadilar.. yang telah berkekuatan 
hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa, setoran 
dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan 
menguran!,ri pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD. 
Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau 
kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran atau salinan bukti 
sctoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
Bupati menyampaikan bukti setoran atau salinan bukti setoran 
ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) clisertai dengan 
surat pennohonan untuk diperhitungkan sebagai peugurang 
nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal PerimbanganKeuangan. 

BABX 

KERUGIAN NEGARA 

Pa:Jal 53 . 
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan pihak yang 
terkait laogsung dengan pelaksanaan Dana Desa yang ~ena 

1 ar Hukum atau melalaika~ ke•.r.aJ1ban perbuatannya me angg . : ~ 
d'bebankan kepadanya dan secara langsung meru 

yang 
1 

· .. b ·mengg· anti ken1gian tersebut dan . keuangan Desa, waJ1 

I , r~ 4 
" ' .. . ,/:' ' . . -,; 

.1. i 

-:/:i 
,·' ;,; 



menyetorbalikan kerugian keuangan Desa kc Rekening Kas 
Desa (RKD). 

(2) Kerugian Keuangan Dana De:3a sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan Pcraturan 
Perundang-Undangan. 

BAB XI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Teknis penggunaan, pelaksanaan dan penetapanrincian Dana Desa 
untuk setiap desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering 
Ulu Timur Nomor 45 Tahun 2023 tentan.g Perubahan atas Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Teknis penggunaan, pelaksanaan dan penetapan rincian 
Dana Desa untuk setiap desa (Berita Daerah Kabupnten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 55 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

Ditetapkan di M pura . 
pada tanggal #~ A-l'"'L 2024 

BUPATI O N KOMERING ULU TIMUR 

Diundangkan di Marta_pura 
pada tanggal 30 . A-P'" 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

JU 

SERITA DAERAH 

•'"• I•• 

·, 

.' . -· 

IUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR :i;-

. ·,, ... 
. [ \~ 


